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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal 















 Fathah A A آ
 Kasrah I I ا
 Dammah U U آ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan  antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan  huruf , Yaitu : 
Tanda  Nama Huruf Latin  Nama 
   Fathah an yā“ Ai a dan i 
 Fathah an wau Au  a dan u     و
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 











 fathah dan alif ا  ...ا|...ٖ
atau yā“ 
ā a dan garis di atas 
 kasrah dan ي
yā“ 
Ī i dan garis diatas 
 dammah dan ۇ
wau 










4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
       Syaddah atau  tasydid yang dalam sistem  tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah lambang tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan  huruf (konsonan ganda ) yang di ber tanda syaddah. Jika 
huruf   bertasydid di akhir sebua kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ), 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i) 
6. Kata Sandang 
       Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 





7. Hamzah  
       Aturan translasi huruf hamzah  menjadi opostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia kata, 
istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut 
cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 
alhamdulillah , dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh.  
9. Lafz al-Jalalah (  ) 
       Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
        Adapun tā marbutahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital  
       Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 





huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan  huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat). 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

















Nama  : Muh. Agus Mallarangang 
Nim     : 10200117021 
Judul  :Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 
Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi 
Kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten 
Takalar) 
      Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah 
Syar‟iyah. Adapun yang menjadi Pokok permasalahannya 1) bagaimana upaya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani rumput laut? 2) bagaimana pandangan Siyasah Syar‟iyah terhadap 
peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani rumput laut?  
       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field kualitatif 
research. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data 
yang diperoleh dari lapanganyang dikumpulkan melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 
literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data 
yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).pemerintah daerah Telah 
melaksanakan perannya dalam peningkatan kesejahteraan Petani Rumput laut, 
namu pemberian yang dilakukan secara bertahab sehingga maysrakat merasa 
penyaluran tidak merata. 2). Pemerintah merupakan tombak penegak 
kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan 
dalam perubahan masyarakat Desa Punaga. Siyasah Syar‟iyah memandang 
bahwa kepala daerah sebisa mungkin mengayomi masyarkat dan 
mensejahterakan rakyat. Sebagai pemerintah yang baik maka sudah 
seharusnya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya.       
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bentuk pengawasan oleh 
pemerintah Dearah harus di perketat dalam penyaluran bantuan serta 
sosialisasi terhadap Masyarakat 2) Masyarakat yang mendapatkan kejanggalan 








A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan wilayah  tropis yang terletak di antara Samudra 
Hindia dan Samudra Fasifik yang dilewati garis khatulistiwa, hal ini yang 
menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia didominasi oleh wilayah 
pesisir. Indonesia dikelilingi oleh konfigurasi pulau-pulau besar dan pulau 
kecil yang berjumlah 17.504 buah, terbentang sepanjang 3.977 mil dengan 
garis pantai 99,093 km. Berdasarkan hasil keputusan UNCLOS pada tahun 
1982 menyatakan bahwa Negara indonesia adalah Negara kepulauan dengan 
jumlah penduduk indonesia berdasarkan survei penduduk antar sensus 
(SUPAS) Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 255,18 juta jiwa.
1
 
Berdasarkan letak georafis, wilayah indonesia ialah daerah tropis. 
Dimana daerah tropis merupakan daerah yang sangat cocok dalam 
perkembangan pertanian, di bandingkan daerah lain di dunia. Hal ini 
dikarenakan daerah tropis hanya memiliki dua musim yakni musim kemarau 
dan musim penghujan. 
Masyarakat indonesia pada umumnya dikenal sebagai masyarakat tani yang 
dimana masyarakatnya bekerja disektor agraria maupun sektor pesisir. 
Masyarakat tani adalah orang orang yang mengelolah usaha tani dalam 
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berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan 
sebagainya.
2
 Dahulu sampai dengan sekarang masyarakat masih bergantung 
kepada sektor pertanian baik secara konvensinal maupun modern dalam 
melanjutkan proses penghidupannya, dikarenakan nenek moyang bangsa 
indonesia merupakan seorang petani.  
Masyarakat Agraria adalah masyarakat yang mengalami masa transisi 
dari masyarakat yang khas agraria ke masyarakat yang khas industri.
3
 Yang 
dimana masyarakat yang awalnya mengelolah pertanian secara tradisional 
kian berubah menjadi modern karena perkembangan zaman. Masyarakat 
Pesisir adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami 
wilayah pesisir yang membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait 
dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan.
4
 
Masyarakat pesisir sangat mengandalkan Pemanfaatan lahan kawasan pesisir,
5
 
sumber daya yang ada di laut maupun di pantai sebagai sumber mata 
pencaharian. 
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Perbedaan mendasar yang terdapat antara masyarakat pesisir dan 
masyrakat agraris yaitu terletak pada akses terhadap sumber daya alamnya. 
sangat berbeda dengan sumber daya lahan pada masyarakat agraris, 
sedangkan masyarakat pesisir menggunakan laut sebagai sumber daya 
alamnya. Pada umumnya masyarakat yang bermukim di daerah pesisir yang 
tersebar di indonesia ialah bekerja sebagai Nelayan dan petambak ikan. 
Keterbatasa sarana dan prasarana serta kurangnya modal dalam menunjang 
aktivitas mengakibatkan banyaknya nelayan dan petambak ikan yang tidak 
beroperasi lagi.  
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang 
tercantum dalam BAB II pasal 3 yang berbunyi.
6
 “perlindungan dan 
pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan 
untuk : 
a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam 
pengembangan usaha. 
b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan. 
c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, 
dan petambak garam ; menguatkan kelembagaan dalam mengelolah 
sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan 
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usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan 
mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. 
d. Menumbuhkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani 
kepentingan usaha. 
e. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta 
pencemaran, dan 
f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan 
hukum”. 
Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa para 
nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam  sangat diberikan ruang 
dalam meningkatkan kesejahteraan itu terdapat pada Tujuan Undang-undang 
tersebut. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah 
untuk memberikan wadah atau sarana dan pradaran kepada nelayan, pembudi 
daya ikan dan petambak garam. 
Dengan adanya undang-undang ini para nelayan, pembudidaya ikan 
dan petambak garam diberikan sarana dalam pengembangan usaha serta 
diberikan pembelajaran mengenai pengelolaan sumber daya laut dan sumber 
pesisir, serta memberikan perlindungan keamanan dan bantuan hukum. Dalam 
menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pesisir di Kabupaten 
Takalar khususnya pada Desa Punaga, masyarakat bekerja sebagai nelayan 





masyarakat lebih mengutamakan bertani rumput laut karena pendapatannya 
lebih besar dan bisa menutupi kebutuhan hidup. 
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar merupakan wilayah 
pesisir pantai yang masyarakatnya bermukim di daerah pesisir. Kecamatan 
mangarabombang memilikin luas wilayah sekitar 100,50km
2
 atau sebesar 
17,74% dari total luas kabupaten takalar, yang dimana memiliki 11 desa dan 1 
kelurahan. Desa punaga adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan 
mangarabombang yang lokasinya berhadapan langsung dengan laut lepas 
pantai. 
Dalam menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pasisir 
desa punaga kecamatan mangarabombang kabupaten takalar masyarakat 
mengandalkan pekerjaan manjadi nelayan dan pembudi daya rumput laut, 
tetapi masyarakat cenderung lebih berfokus pada pembudi dayaan rumput 
laut, itu disebabkan oleh karena pendapatan yang lebih besar. 
Letak Desa Punaga yang berhadapan langsung dengan laut lepas yang 
memiliki perairan ombak yang tenang dan cocok ditempati untuk bercocok 
tanam rumput laut. Proses bercocoktanam yang dilakukan dengan cara 
membentangkan bibit yang telah diikatkan pada tali pada lahan yang tersedia 
serta proses bercocoktanam harus sesuaikan pada musim dikarenakan 
sewajtu-waktu akan terjadinya perubahan cuaca yang akan berpengaruh pada 





Selain permasalahan cuaca yang berubah-ubah, ada banyak hal lagi 
yang bisa menimbulkan kerugian yaitu penyakit yang terjadi pada rumput 
laut. Namun, masyarakat belum mengetahui cara mengatasi penyakit tersebut 
yang bisa merusak dan mengakibatkan gagal panen pada rumput laut. 
permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya ketersediaan modal, pemasaran 
hasil panen rumput laut, Diversifikasi olahan Rumput Luat dan masih banyak 
kendala kendala lain yang dihadapinya. 
Situasi seperti ini setidaknya peran pemerintah sebagai pemegang 
kebijakan didaerah muncul dan memberikan penangan Berdasarkan Undang-
Undang No. 7 tahun 2016 tersebut yang  telah mengamanatkan pemerintah 
untuk meberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, Pembudidaya 
Ikan dan Petambak Garam, serta  meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat 
dengan cara memberikan serta menyiapkan sarana dan prasarana serta 
infrastruktur pendukung lainnya. 
Situasi seperti ini setidaknya peran pemerintah sebagai pemegang 
kebijakan didaerah muncul dan memberikan penangan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2016 tersebut yang  telah mengamanatkan pemerintah 
untuk meberikan perlindungan dan memberdayakan nelayan, Pembudidaya 
Ikan dan Petambak Garam, serta  meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat 
dengan cara memberikan serta menyiapkan sarana dan prasarana serta 





Kehidupan masyarkat adalah sebuah persoalan yang cukup kompleks. 
Fenomena sosial yang ada seringkali mengacu pada adanya indikasi yang 
rentan sekali melahirkan perbedaan dan bahkan perselisihan dalam persepsi 
dan interpretasi. Hal ini dikarenakan persoalan kemanusiaan sangat erat 
hubungannya dengan perubahan dan perkembangan sosial.
7
 Masalah serta 
issu yang terkadang lahir dalam masyarakat dapat membuat sebuah persepsi. 
Masalah nepotisme merupakan isu yang selalu aktual diperbincangkan seakan 
menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan 
budaya yang tumbuh dan berkembang dan hamper semua aspek.
8
  
Pemberian bantuan oleh pemerintah harus di lakukan dengan 
pengawasan serta pemahaman terhadap masyarakat yang belum mendapatkan 
giliran bantuan sehingga tidak timbul persepsi persepsi baru yang dapat 
menimbulkan kesalah pahaman terhadap pemerintah. Sesuai dengan fungsi 
Negara dalam pengelolaan pemerintahan dapat dilihat melalui pemikiran para 
ahli. John Locke Misalnya, mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi 
Negara dapat diamati pada tiga hal yaitu: a) Fungsi legislasi, yakni, b) Fungsi 
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Eksekutif dan c) Fungsi Federatif.
9
 Dari fungsi Negara tersebut dapat dilihat 
bahwa fungsi legislasi yakni membuat undang-undang, pembuatan aturan 
tentang pengelolaan Pertanian Rumput laut guna peningkatan kualitas 
kesejahteraan petani rumput laut dapat memberiakan dampak yang baik 
terhadap penjaminan kepada petani Rumput laut, kemudian dilanjutkan 
dengan fungsi yang kedua yakni fungsi eksekutif yaitu fungsi untuk 
melaksanakan peraturan, pemerintah yang berwenang.
10
 
Dalam pelaksanaan hal tersebut tidak terlepas dari peran kekuasaan. 
Seorang filsafat barat yang bernama Jien Bodiem meberiakn sebuah definisi 
tentang kekuasaan yaitu sesuatu kekuatan tertinggi yang bersifat abadi, tidak 
diwakilkan atau didelegasikan, tanpa batasan atau dibatasi oleh kondisi , tidak 
dapat dicabut dan tidak tertuliskan, karena kekuasaan adalah sumber hukum 
maka hukum tentu tidak dapat membatasi kekuasaan tersebut.
11
  Sedangkan 
jeans Jacques Rousseau menggabungkan antara teori kekuasaan Hobbes 
dengan teori John Locke yang dikenal dengan “Populer Consent”. Gabungan 
antara dua teori tersebut kemudian melahirkan konsep kekuasaan Filsafat 
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kekuasaan popular atau kekuasaan yang berasal dari kesehndak umum.
12
 
Dengan kedua konsep kekuaaan tersebut dapat menjelaskan arti kekuasaan. 
Dari permasalahan tentang pemberian bantuan oleh pemerintah daerah 
yang tidak merata membuat masyarakat berspekulasi negatif. Sehingga 
pemerintah harus memberikan pemahaman terhadap penyalurasan tersebut. 
Pemerintah seharusnya memberikan wadah yakni berupa pendidikan tentang 
pengelolaan rumput laut, setelah dilakukannya wawancara yang dilakukan 
dengan Petani Rumput laut, masih banyak yang melakukan dengan cara tanam 
tradisional tanpa adanya proteksi terhadap tanaman. 
Sebagaimana anjuran agama islam, bahwa pemimpina yang baik 
adalah pemimpin yang mapu mempertanggung jawabkan segala keluhan 
rakyatnya. Seperti dalam halnya masalah yang terjadi pada petani rumput laut 
di desa punaga kecamatan mangarabombang kabupaten takalar yang sudah 
seharusnya pemerintah mengambil tindakan.ketika masalah yang dikeluhkan 
masyarakat belum terselesaiakan kemudian pemerintah hanya diam saja dan 
bungkam. 
 perkataan Al-Thabari dalam suatu riwayat bahwa pemimpin suatu 
kaum bertanggung jawab terhadap urusan kaumnya, sehingga pemerinintah 
diberikan wewenan dalam merealisasikan tanggung jawabnya. Maksudnya 
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yaitu pemimpin berhak mengeluarkan kebijakan yang meberikan dampak 




Islam pun telah mengajarkan kepada manusia dalam mengolah sumber 
daya alam yang dimiliki. Tinggal bagaimana peran pemerintah dalam 
mengelolahnya dan mendistribusikan kepada masyarakat. Hal ini termasuk 
potensi hasil dari laut. Sebab dalam Islam telah berulang-ulang kali 
menyebutkan potensi kelautan merupakan sumber daya yang melimpah ruah 
untuk digunakan untuk kemaslahatan ummat. 
Dari penjelasan diatas, Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan 
kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif siyasah Syar‟iyah (studi 
kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Peran Pemerintah Daerah 
b. Peningkatan Kesejahteraan 
c. Siyasah Syar‟iyah 
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2. Deskripsi Fokus 
a. Peran pemerintah Daerah merupakan kebijakan dalam membangun 
sebuah kawasan atau daerah di wilayah tertentu dalam skala 
pemerintahan guna meningkatkan perekonomian daerah, dalam hal ini 
berfokus pada kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yaitu rumput 
laut di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten 
Takalar. 
b. Peningkatan Kesejahteraan merupakan proses masyarakat dalam 
mengubah pola hidup, pola fikir guna meningkatkan taraf kualitas 
hidup, seperti dalam perekonomian dalam menunjang dan melanjutkan 
kehidupannya. 
c. Siyasah Syar‟iyah merupakan opini atau doktrin pemerintah yang  
berlandaskan hukum islam  
C. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, maka Pokok Masalah pada 
Penelitian ini yaitu : Bagaiamana Peran Pemerintah Daerah Terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif Siyasah 
Syar‟iyah (Studi Kasus Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang 
Kabupaten Takalar) ?.  
       Berkaitan dengan Pokok Masalah Tersebut, Maka Sub Masalah dalam 





1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam 
meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut  menurut ? 
2. Bagaimana pandangan Siyasah Syar‟iyah Terhadap Peran Pemerintah 
dalam peningkatan kesejahteraan Petani rumput laut di Desa Punaga 
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
1. Soni Abner Damamain dan Dr. Nunuk Dwi Retnadari, Dalam Jurnal 
“Peran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasisir melalui program 
pemberdayaan budidaya rumput laut (studi kasus budi daya rumput laut 
di desa sathean) jurnal ini membahas tentang peranan pemerintah teradap 
penunjangan kualitas hiudup masyarakat pesisir dengan program 
pemberdayaan rumput laut. Dalam jurnal juga menjelaskan pentingnya 
program pemerintah tersebut kerena melihat kondisi masyarakat 
kabupaten Maluku Tenggara yang kehidupan sehari-hari hanya 
bergantung pada hasil perkebunan yang hanya dapat mencukupi makan 
dan minum saja, sehingga pemerintah terus meningkatkan peranannya 
melalui fungsi pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat pesisr 
melalui program budidaya rumput laut. Jurnal ini sangat membantu 
peneliti untuk menambah referensi. Tetapi,  jurnal tersebut tidak 
menjelaskan tentang peran pemerintah daerah terhadap peningkatan 
kesejahteraan petani rumput laut dalam perspektif Siyasah Syar‟iyyah di 
desa Punaga kecamatan Mangarabombang kebupaten Takalar.  
2. Ine Fausayana, dalam buku “ Dinamika Pembudidaya Rumput Laut dari 
kontestari Hingga Model Design Bank Rumput Laut” membahas tentang 





hingga level mikro. Pemerintah disini memberikan wadah kepada para 
petanoi rumput laut untuk penunjangan budidayanya, pemerintah juga 
memberikan bantuan kepada petani rumput laut  hingga sampai kepada 
pembuatan bank rumput laut. Pada penelitian ini tidak menjelasakn 
bagaimana peran Pemerintah dalam penjamina kepada petani rumput laut. 
3. Imam Muhammad, dalam jurnal “Studi tentang pemberdayaan 
masyarakat petani rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan 
Tarakan Timur Kota Tarakan”, Pemberdayaan masyarakat petani rumput 
laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan 
Perikanan yang bertanggung  jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  45 Tahun 2009.Dalam mendukung 
terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Indonesia 
penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015”. Dalam jurnal ini 
tidak membahas peran pemerintah terhadap peningkatan petani rumput 
laut dalam Perspektif Syiyasah Syar‟iyyah di desa Punaga kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar. 
4. Kurniati, dalam Jurnal “SISTEM POLITIK DEMOKRASI  DALAM BIAS 
HEGEMONI NEGARA:  Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci”,  
Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami 
argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam 





Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. 
Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk 
mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi 
konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana 
negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi 
masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak. Jurnal ini memberikan 
kita penjelasan tentang kebebasan, demokrasi serta pearan pemerintah 
dalam Negara. Tetapi jurnal ini tidak membahas tentang peran pemerintah 
daerah terhadap peninkatan kesejahteraan petani rumput laur.  
5. Arief Setiawan Yusuf, dalam jurnal “Membangun Daerah Perbatasan 
Dengan  Rumput Laut”, Keberhasilan budidaya rumput laut di Nunukan 
tidak terlepas dari peran Bank Indonesia (BI). Pada 8 September 2011, BI 
secara resmi ikut berpartisipasi membangun rumput laut Nunukan, melalui 
penanda tanganan kerjasama Pengembangan rumput laut di Kabupaten 
Nunukan dengan pemkab Nunukan. Nota kesepahaman itu bernomor 
13/3A/DKBU/Smr dan No. 180/15/523.36/HK/VIII/2011, ditanda tangani 
kepala perwakilan bank Indonesia  Provinsi Kalimantan Timur, bapak 
Androecia Darwis dengan Bupati Nunukam Bapak Drs. H. Basri. Untuk 
memperkuat pelaksanaan di lapangan selanjutnya Bank Indonesia dan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan menanda tangani 
perjanjian kerja sama bernomor 14/7/dkbu/bpbu/Smr dalam rangka 





Dalam Jurnal ini sangat membantu penulis, disini kita bisa ketahui 
bahwasanya jika ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan 
masyarakat petani rumput laut bisa menghasilkan rumput laut yang bagus 
dan bisa meningkatkan kesejahteraan  masyarakat 
6. Syafiuddin dan Amri Jahi, dalam Jurnal penyuluhan “hubungan 
karakteristik individu dengan kompetensi Wirausaha petani rumput laut di 
Sulawesi Selatan”, Beberapa kelemahan antara lain karena apresiasi petani 
terhadap kualitas rumput laut yang rendah. Petani masih lemah pada 
berbagai aspek terutama pada aspek tehnis budidaya, aspek manajerial 
atau aspek kewirausahaan. Akibatnya, akses mereka untuk memperoleh 
harga yang lebih baik masih kurang dan hasil produksinya kurang sesuai 
standar. Pada jurnal yang di tulis oleh syafiuddin dan amri jahi tidak 
membahas bagaimana peran pemerintah Sedangkan rencana penelitian 
yang akan diteliti ialah bagaimana peran pemerintah dalam ningkatkan 
kesejahteraan petani rumput laut dalam persepetif Siyasah Syar‟iyyah.  
7. Riasdy Ibnu Khaldun dalam jurnal “strategi lebijakan peningkatan daya 
saing rumput laut indonesia di pasar global”  Membahas tentang peran 
pemerintah indonesai dalam upaya meningkatkan daya saing produk 
rumput laut sehingga dapat bersaing pada pasar global. Pada jurnal ini 
memberikan gambaran tentang strategi pemasaran produk hasil rumput 
laut sehingga dapat bersaing guna menunjang terpenuhinya kebutuhan 





peningkatan daya saing rumput laut dan tidak membahas tentang 
bagaiama peran peran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan 
petani rumput laut dalam perspektif Siyasah Syar‟iyya di desa Punaga 
kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar. 
8. Zainal Abidin S dalam Jurnal “kontribusi usaha budidaya rumput laut 
dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di kabupaten Pangkaje‟ne dan Kepulaun” membahas tentang 
pengembangan rumput laut pada kabupaten pangkajene dan kepulaun 
memiliki peranan yang sangat strategis. Selain sebagai pembukaan 
lapangan kerja, budi daya rumput laut juga sangat penting mengingat 
pendapatan masyarakat dikabupaten pangkajene dan kepulauan. Saat ini, 
budidaya rumput laut telah berkontribusi besar pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja di kabupaten 
pangkajene dan kepulaun. Pemerintah sangat berperan penting terhadap 
peningkatan kesejahteraan serta strategi pemasaran bagi kelompok petani 
rumput laut. Pada pada jurnal ini tidak membahsa secara spesifik tentang 
peran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut 
dan juga tidak membahas mengenai perspektif siyasah syar‟iyyah di desa 







E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Sub Masalah, Maka Tujuan yang akan dicapai yaitu: 
a. Untuk mengetahui  Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar 
dalam meningkatkan Kesejahteraan petani rumput laut   
b. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Syar‟iyah terhadap Peran 
Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut di 
Desa Punaga kecamatan mangarabombang Kabupaten Takalar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Memberikan pengetahuan sebagai cakrawala keilmuan dan 
pengalaman yang menitik beratkan pada pengembangan masyarakat 
dalam akademik maupun ilmiah. Serta sebagai referensi tentang peran 
pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani rumput laut di 
Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar 
b. Sebagai salah satu masukan untuk instansi pemerintahan untuk lebih 
memperhatikan pengembangan masyarakat Pesisir, sehingga 
masyarakat pesisir tidak tebelenggu oleh ketertinggalan karena tidak 
adanya pelatihan oleh pemerintah untuk pengembangan pengetuahun. 
c. Untuk Peneliti secara Pribadi sangat berguna, karena hal ini 
merupakan pertama kali menyusun skripsi yang merupakan salah satu 
syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, 






A. Peran Pemerintah Daerah 
1. Peran  
       Soerjono soekanto  dalam bukunya sosiologi suatu pengantar 
menjelaskan bahwa peranan merupakn aspek dinamis kedudukan. Apabila 
seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengfan kedudukan 
maka dia dia menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut mencakup 3 
hal, yakni ; 
a) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubingkan dengan posisi 
atau tempat seseorang salam suatu masyarakat 
b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi 




Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 
posisi atau tempanya dalam pergaulan di masyarakat. Posisi atau tempat 
sesorang dalam suatu masyarakat (sosial position) merupakan unsur yang 
statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarkat. 
Perana lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu 
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proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki tempat atau posisi 
dalam bermasyarakat dan menjalakan suatu peranan. 
Peran menurut Harton dan Hunt adalah perilaku yang diharapka dari 
seseorang yang memiliki status dalam bermasyarakat. Sebagai peran yang 
tergabung dalam dan terkait pada suatu status ini oleh Merton dinamakan 
perangkat peran.dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau 
disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat peran-peran 
tersebut. 
Sedangakan Paulus Wirutomo berpendapat bahwa peranan sebagai 
seperangkat harapan-harapan yang yang dikenakan pada individu yang 
menepati kedudukan sosial tertentu. Pada pandangan ini, peranan-peranan 
dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan lainya, yang 
diciptakn oleh masyarakat bagi manusia.
2
 
2. Pemerintah  
Lahirnya pemerintah dan keberadaan pemerintah merupakan 
keharusan bagi proses kehidupan bermasyarakat, sejarah telah 
menjelaskan bahwa sekecil apapun kelompok atau individu sangat 
membutuhkan adanya pelayanna pemerintah. Ini menggabarkan bahwa 
kehidupan sehari telah menggabarkan fungis-fungsi pemerintah dalam 
bermasyarakat.  
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Secara umum pemerintah dapat di artikan sebagai seluruh yang 
mencakup kelengkapan Negara, yang menjadi cabang cabang kekuasan 
eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain 
yang bertindak untuk atas anama Negara. 
Dalam Bahasa Indinesia Government atau atau pemerintah memiliki 
ari sebuah pengarahan dan administrasi mengenai aktivitas atau kegiatan 
bermasyarakat, dalam kota,  dalam sebuah Negara, dan sebagainya. Dan 
dapat pula di artikan sebagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan 
pemerintahan. 
W.S Sayre berpendapat bahwa pemerintah adalah organisasi dari Negara 
yang menunjukkan dan menjalankan kekuasaannya,sedangkan pengertian 
lain yang dikemukanan oleh David Apter yang memberikan pendapat 
bahwa pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang masing-
masing memiliki tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem 




 Secara historis, pemerintah daerah telah dikenal sejak adanya 
pemerintahan kerajaan-kerajaan Nenek moyang dahulu sampai pada 
sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah oada sata 
penjajahan. 
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Daerah dalam lingkungkangan pemerintah mencakup sebagai bagian 
muka bumi seperti lingkungan kerja pemerintah, selingkup tempat yang 
dipakai dalam tujuan khusus, tempat sekeliling dalam lingkungan suatu 
kota, dan tempat terkena peristiwa yang sama .
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C.F Strong berpendapat lain yang menyatakan bahwa Pemerintah 
Daerah adalah Organisasi yang diberikan hak untuk menjalankan 
kekuasaan yang berdaualat. Sedangankan pemerintah dalam arti luas 




Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah, yang berbunyi bahwa ” pemerintah daerah adalah 
peneyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah adaerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repoblik 
Indonesia Tahun 1945”.
6
 Dalam Undang-Undang tersebut cukup 
,emberikan pengertian terhadap pemerintah dan memberikan gambaran 
terhadap pemerintah. 
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Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem 
penyelenggarahan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan 
mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri. Dalam mengatur rumah 
tangga ada tiga hal penting yang ada didalmnya, yaitu :  
1. Pemebrian tugas dan wewenan dalam meneyelessaikan suatu 
kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah 
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang guna untuk memikirkan, 
mengambil sebuah inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara 
peneyelesaian tugas dengan mandiri. 
3. Pada upaya memikirkan, berinisiatif dan mengambil keputusan harus 
mengikut sertakan masyarkat baik secara langsung atau dengan 
perpanjangan tangan rakyat (DPRD).
14
 
a. Kewenangan Pemerintah Daerah 
      Secara konseptual, istilah kewenagan atau wewenang berasal dari 
bahasa Bealanda yaitu “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau 
kuasa. Dalam hukum Tata pemerintahan wewenang merupakan bagian 
yang sangat penting, karena Pemerintah tidak dapat menjalangkan 
fungsinya tampa adanya memperoleh wewenang. Dalam  menjalangkan 
fungsinya Kewenangan pemerintah dapat dilihat  dari konstitusi Negara 
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yang memberi legitimasi kepada badan publik dan lembaga Negara.
15
 
Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Negara  
dalam bentuk undang-undang untuk melaksanakan hubungan dan 
perbuatan hukum. 
Salah satu asas yang dijadikan prinsip utama yang dijadikan dasar 
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan  kenegaraan harus memperoleh 
legitimasi, yakni kewenagan yang diberikan Undang-Undang. Dengan 
demikian substabsi dari legalitas ialah kewenangan (kempuan dalam 
melakukan suatu tindakan hukum tertentu). 
Bagir manan menjelaskan bahwa dalam bahasa Hukum, wewenang 
tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya meberikan gambaran 
hak untuk melakukan perbuatan atau tidak, sedangkan wewenang ialah 
hak dan kewajiban.
16
 Dalam hal ini, kekuasaan sangat berbeda dengan 
wewenang. 
Pada Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah daerah, yang berbunyi, Berdasarkan sebagaimana yang 
dimakasud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah; 
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a. Urusan pemerintahan yang lokasi dalam daerah kabupaten/kota 
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah 
kabupaten/kota 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanay 
dalam daerah kabupaten/kota; dan atau 
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 
efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
17
 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 
tersebut maka Pemerintah daerah berhak mengurusi segala 
permasalahan yang terjadi di wilayah kekuasaanya. 
Wewenang harus memiliki sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu: 
1. Pengaruh, yaitu bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan subjek Hukum 
2. Dasar Hukum, yaitu wewenang yang dimaksud harus memiliki dasar 
hukum 
3. Komformitas, yaitu sebuah hukum yang mengatur adanya standar 
wewenang baik standar hukum hukum Umum atau semua jenis 
wewenang maupun standar Khusus atau jenis wewenang tertentu.
18
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      Pemberian kewenangan Pemrintah daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya, dilakukan melalui sebua proses yang disebut 
Desentralisasi kepada daerah-daerah otonom. Desentaralisasi 
mempuanya dua wujud yaitu : 
1. Politik, yaitu kewenangan dalam membuat suatu keputusan dan 
malaksanakan fungsi kontrol terhadap sumber daya yang diberikan 
kepada pemerintah daerah. 
2. Administratif, yaitu pemberian delegasi oleh pemerintah pusa 
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang 
Kewenangan yang dimaksud mulai dari penetapan sebuah peraturan 
sama dengan keputusan substansial.
19
 
B. Peningkatan Kesejahteraan 
1. Peningkatan Kesejahteraan 
Arti peningkatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 
proses, cara, perbuatan peningkatan (usaha,kegiatan, dan sebagainya).
20
 
Jadi peningkatan adalah lapisan yang terbentuk dari sesuatu kemudin 
membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan 
keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. 
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Pemerintah berperang penting terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-perluan 
yang perlu diatur dalam masyarakat. Selaian sebagai abdi sosial, 
pemerintah juga berperan sebagai pendorong inisiatif usaha dari 
masyarakat. 
Kementrian coordinator keseahteraan rakyat memberi sebuah 
pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi 
kebutuhan dasarnya, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, 
hidup besih, aman dan nyaman. Serta terpenuhinya hak asasi dan 
partisipasi dalam terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.
21
 
Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorag dapat 
memenuhi kebutuhan pokokbaik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, 
tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai dan dapat 
menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang 
mengantarkan pada status sosisal yang sama terhadap sesame warga 
lainnya. Sedangkan defininisi kesejahteraan menurut HAM adalah setiap 
laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk 
hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan 
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jasa sosial, jika tidak, maka hal tersebut telah melanggar HAM.
22
 Jadi 
peningkatan kesejahteraan adalah prose atau cara pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari dan penjaminan keamanan serta kualitas hidup bersih dalam 
menjalakan hidup bermasyarkat. 
a. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan 
      Adapun Beberapa prinsip dari kesejahteraan yaitu: 
1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari 
kepentingan individu 
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding memberi 
manfaat 
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan 
yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat di 
korbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya hanya yang 
lebih kecil harus dapat diterima atau di ambil untuk menghindari 
bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil 
dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. 
       Adapun yang termasuk dari faktor-faktor kesejahteraan adalah: 
1. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh 
2. Nilai-nilai sistem perekonomian  
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3. Keadilan distribusi pendapatan 
      Demi terciptanya kesejahteraan maka antara prinsip dan faktor harus 
sejalan dalam penerapannya. 
2. Pemberdayaan Masyarkat 
Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “power” yang 
berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, komsep utama 
pemberdayaan adalah mengenai konsep kekuasaan.
23
  
Pemberdayaan merupakan sebua proses dan tujuan. Sebagai proses 
adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
individu  yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan Sebagai 
tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 
oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarkat yang berdaya, memiliki 
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 




Menutut persons et.al proses pemberdayaan umumnya dilakukan 
secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang menyatakan bahwa 
proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawa-satu yakni antar 
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pekerja sosial dank lien dalam setting pertolongan perseorangan. 
Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkaykan rasa percaya diri 
klein, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra 
pemberdayaan (empowerment setting): Mikro, Mezzo, Makro 
1. Aras Mikro, pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara 
individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis 
intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien 
dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering 
disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered 
approach). 
2. Aras Mezzo, pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok 
klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok 
sebagai media intervensi. Pendidiakn dan pelatihan, dinamika 
kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 
kesadaran, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 
kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 
3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem  besar 
(large system strategy), karena sasaran perubahan diarahakan pada 
sistem lingkungan yang lebih luas. Adapun beberapa strategi dalam 









Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan 
secara komprehensif jika menmapilkan lima karakteristik, yakni : 
1. Pemberdayaan masyarakat bebasis lokal adalah perencanaan dan 
pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan 
sumberdaya lokal, dan dan hasilnya pun dinikmati dinikmati oleh 
masyarakay itu sendiri 
2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah 
pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk 
meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar 
3. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya ialah 
mencakup semua aspek sumberdaya lokol seperti alam, budaya, 
tradisi, yang patut didaya gunakan. 
4. Pemberdayaan masyarakat berbesis kemitraan dalam hal ini 
misalmnya mebuka akases bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, 
pengetahuan modal dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan 
bisinis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan 
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pekerjaan baru, Peran penting dari modal manusia dalam pertumbuhan 
produktivitas secara luas telah diakui dalam literatur ekonomi.
26
 
5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan 
pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti 
pada suatu program yang telah terselesaikan saja, tetapi terus 
berkesinambungan dangan program yang lain.
27
 
3. Kaitan Pemerintah dengan Kesejahteraan 
       Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sangatlah berperan 
penting, pemerintah disebut juga sebagai penyelenggara Negara dan harus 
mengawal serta melaksanakan idiologi Negara. Idiologi Negara indonesia 
ialah mewujudkan Negara kesejahteraan sebagai mana yang tercantum 
pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang tujuan Negara 
indonesai yaitu “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia”. 
       dalam kaitannya pemerintah memiliki peran besar terhadap 
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengeluarkan sebuah 
kebijakan mengenai kesejahteraan, dalam mewujudkan kesejahteraan yang 
dimaksud harus deselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang baik, 
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pembangunan dilaksankan dengan tertib, prosedural, jujur, adil, efektif, 
efisien, transparan serta mengajak masyarakat berperan aktif. 
Menurut Neong Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan 
problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus mengandung 
empat hal penting didalamnya yaitu; 
1. Tingkat hidup masyarakat  meningkat 
2. Terciptanya keadilan 
3. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif (dalam 
membahas tentang masalah, perencanaan, keputusan, dan penerapan), 
dan 
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.28 
       Jadi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat butuh kerjasama 
antar pemerintah dan masyarkat guna terciptanya keharmonisan. Dalam 
terlaksananya peningkatan kesejahteran tersebut sangat berkaitan dengan 
peran pemerintah yaitu sebagai pembuat kebijakan, pemerintah yang baik 
akan mementingkan dan mengutamatan kepentingan masyarakat guna 
peningkatan taraf  kesejahteraan masyarakat. lain halnya dengan 
pemerintah yang hanya mengejar jabatan dan memntingkan diri sendiri, 
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pemipimpin seperti ini akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan 
diri sendiri diatas kekuasaannya.  
4. Hukum Islam  dan kesejahteraan  
a. Kesejahteraan Menurut Al-Qur‟an 
Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, 
sentosa, makmur, selamat (tebebas) dari segala gangguan, kesukaran, 
keselamatan, kesenangan hidup.
29
 kesejahteraan ialah keterbebasan 
seseorang dari segala aspek yang dapat meresahkan dan 
membebaninya. 
Pada Al-Qur‟an kesejahteraan meliputi beberapa aspek baik itu 
spiritual, fisik dan sosial. Secara kemprehensip aspek kesejahteraan ini 
bersifat interagtif sehingga bila salah satu tidak terpenuhi, maka 
peningkatan kesejahteran tersebut tidak dapat terpenuhi. Al-Quran 
Telah menegaskan tentang menyatunya nilai kesejahteraan dengan nlai 
pengabdian dan penyembahan Allah, hal tersebut dapat dilihat pada 
QS al-Nisa/4:36 
 ًَ اْن َٔ  ٗ ًٰ اْنيَٰز َٔ ثِِزٖ اْنقُْشٰثٗ  َّٔ ٍِ اِْحَسبًَب  اِنذَْي َٕ ثِبْن َّٔ ّٖ َشْيـًٔب  ا ثِ ْٕ ََل رُْشِشُك َٔ  َ اْعجُذُٔا ّٰللاه َٔ  ۞ ٍِ ٰسِكْي
بَُُكىْ  ًَ َيب َيهََكْذ اَْي َٔ ٍِ انسَّجِْيِمِۙ  اْث َٔ ِت 
ُْْۢ بِحِت ثِبْنَج انصَّ َٔ ُِت  اْنَجبِس اْنُج َٔ اْنَجبِس ِرٖ اْنقُْشٰثٗ  ت   َۗٔ ِ َ ََل يُ ٌَّ ّٰللاه  اِ
ًساِۙ  ْٕ ٌَ ُيْخزَبًَل فَُخ ٍْ َكب  َي
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun. dan berbuat baiklah dengan kedua ibu-bapak, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, 
dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-irang yang 
sombong dan membangga-banggakan diri”.
30
 
       Pada ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban 
manusia. Secara khusus manusia memiliki kewajiban menyembah 
kepada Allah Swt, serta beribadah kepadanya dengan khusyuk dan taat 
dan juga tidak mempersekutuhka dengan sesuatu apapun. Sedangkan 
kewajiban manusia secara umum yaitu, berbuat baik kepada ibu dan 
bapak, karib  kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, 
teman sejawat, ibnu saabil dan hamba sahaya. Seseorang yang dapat 
memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka niscaya ia akan 




Dalam islam kesejahteraan sangat junjung tinggi. Islam mengatur 
distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar pada kalangan atas saja. 
Hal ini sesuai dengan QS al-Hasyr/ 59:7 
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سٰ  ًَ اْن َٔ  ٗ ًٰ اْنيَٰز َٔ ِنِزٖ اْنقُْشٰثٗ  َٔ ِل  ْٕ ُس ِنهشَّ َٔ  ِ ه ِْم اْنقُٰشٖ لِلََفِ ٍْ اَ ّٖ ِي ِن ْٕ ُ َعٰهٗ َسُس ٍِ َيبٓ اَفَۤبَء ّٰللاه اْث َٔ  ٍِ ِكْي
 ُِ ْٔ ُل فَُخزُ ْٕ ُس َيبٓ ٰاٰرىُكُى انشَّ َٔ ُكْىۗ  ُْ ٍَ اَْلَْغُِيَۤبِء ِي نَخً ْۢ ثَْي ْٔ ٌَ دُ ْٕ اِۚ انسَّجِْيِمِۙ َكْي ََل يَُك ْٕ ُٓ زَ َْ ُُّْ فَب ىُكْى َع ٰٓ َ َيب  َٔ
َ َشِذْيذُ اْنِعقَبِةِۘ  ٌَّ ّٰللاه َ ۗاِ ارَّقُٕا ّٰللاه َٔ  
Terjemahnya: 
“Apa saja harta rampasan fi,I yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah 
Untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu 
jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. 
Apa yang diberikan rasul kepdamu, maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.
32
 
Surah Ini trun ketika Rasulullah saw bermukim di Madinah, 
Beliau Berkata kepada kaum Ansor bahwa kaum dari golongan 
Muhajirin yang ada di Mekkah akan berHijrah ke Madina maka beliau 
meminta kepada kaum dari golongan Ansor untuk memberikan 
sebagain hartanya dengan menyiapkan kamar-kamar dan makanan 
kepada kaum Muhajirin, jika kaum dari golongan Ansor tidak mau 
memberikan sedikit hartanya, maka harta rampasan bagi kaum Anshor 
tidak ada jatah baginya dan akan diberikan kepada kaum Muhajirin. 
Dari golongan kaum Ansor lantas berkata bahwa kami akan 
menyiapkan papan untuk kaum Muhajirin  dan tidak akan mengambil 
bagian dari harta rampasan. Maka turunlah Q.S Al-Hasr ayat 59.
33
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Selain penjelasan tersebut, kesejahteraan sosial khususnya 
stabilitas keamanan akan tercipta dalam sistem masyarakat yang stabil. 
Stabilitas keamanan akan membentuk stabilitas sosial-ekonimi yang 
stabil dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sebagaimana do‟a 
Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam QS al-Baqarah/2:126 
 ِ ْى ثِبّلله ُٓ ُْ ٍَ ِي ٍْ ٰاَي ٰشِد َي ًَ ٍَ انثَّ ّٗ ِي هَ ْ اْسُصْق اَ َّٔ زَا ثَهَذًا ٰاِيًُب  ْٰ ُى َسّةِ اْجعَْم  ْٖ اِرْ قَبَل اِْثٰش ِو َٔ ْٕ اْنيَ َٔ  
ِصيْ  ًَ ثِئَْس اْن َٔ ٓ اِٰنٗ َعزَاِة انَُّبِس ۗ  ِٗ ّٗ قَِهْيًًل ثُىَّ اَْضَطش  ٍْ َكفََش فَبَُيزِّعُ َي َٔ ِخِشۗ قَبَل  ُش اَْلٰ  
Terjemahnya: 
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah 
(Negeri Mekah) ini Negeri yang aman dan berkahilah Rezki berupa 
Buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudain. Dia (Allah) barfirman: “dan 
kepada orang orang-orang kafir akan aku berikan kesenagang 
sementara, kemudian aku paksa mereka untuk menjalani ke dalam 




Istilah yang digunakan dalam Al-quran untuk kesejahteraan seperti 
al-falah, aman, salam dan masalahah. Diantara istilah-istilah 
kesejahteraan, “Al-falah” merupakan istilah yang memiliki pengertian 
yang sangat luas dan mendalam serta penggabaran konsep 
kesejahteraan secara mendasar, istilah ini pun menjadi tujuan akhir 
dalam kehidupan di Dunia ini. 
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Seacara bahasa al-falah berarti keberuntungan, kesuksesan, dan 
kelestarian dalam sebuah kenikmatan serta kebaikan.
35
 Sementara Al-
Ragib al-Ashfahani meberikan pengertian bahwa kata al-falah dalam 
kosa kata Al-Qur‟an mengandung dua arti yakni duniawi dan 
kahirawi. Kata al-falah secara harfiah berarti mendapatkan atau 
memperoleh keberuntungan. Dalam konteks duniawi, al-falah di 
tandai dengan keberhasilan dalam mendapatkan kebahagian di dunia 
yang menungjang terciptanya unuk memperoleh hidup yang baik dan 
menyenangkan secara berkesinambungan, berkecukupan dan 
bermartabat.sedangakan Al-Falah dalam konetks kehidupan akhirat 
terdiri atas empat penyangga yaitu: 
1. Kabahagian kekal abadi tanpa mangalami kebinasaan 
2. Berkecukupan tanpa mangalami kafakiran 
3. Kemulia tampa mengalami kehinaan dan, 
4. Pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak ada kehidupan sempurna 
kecuali kehidupan akhirat.
36
sebagaiaman yag dijelaskan dlam QS al-
„Ankabut/29:64 
ا  ْٕ ْٕ َكبَُ  نَ
ٌُِۘ ا َٕ يَ َِ َي اْن ِٓ ِخَشحَ نَ ٌَّ انذَّاَس اَْلٰ اِ َٔ َنِعٌتۗ  َّٔ  ٌٕ ْٓ َْيَبٓ اَِلَّ نَ ٰيٕحُ انذ  َِ ِ اْن ِز ْٰ َيب  َٔ ٌَ ْٕ ًُ يَْعَه  
Terjemahnya: 
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“Dan kehidupan Dunia ini hanya senda gurau dan permainan. 




Konsep kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur‟an kepada manusia 
memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh, serasi, selaras, dan 
harmonis serta bernialai dasar dalam kehidupan manusia beriman 
kepada Al-Qur‟an, yakni dimensi lahir barin dan dimensi dunia 
akhirat. Kesejahteraan yang dibangun oleh Al-Qur‟an terdiri atas 
beberapa pilar yakni terpenuhinya : 
1. Kebutuhan fisik-biologis 
2. Kebutuhan Intelektual 
3. Kebutuhab emosional 
4. Kebutuhan Spiritual 
5. Kebutuhan Sosial 
Kebutuhan yang disebutukan tersebut merupakan dimensi lahir dan 
batin. Berpijak pada pada realitas kehidupan yang menjadi pondasi, 
motif serta perjuangan untuk mengambangkan kualitas hidup Dunia, 
tanpa berhenti pada pemenuahn kebutuhan fisik-biologis atau 
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b. Kesejahteraan Menurut Hadis 
      Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa 
dan  makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, 
kesukaran, dan  sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; 
keamanan, keselamatan,  ketenteraman, kesenangan hidup, dan 
sebagainya; kemakmuran.
39
 Dalam definisi  lain dijelaskan: 
     “Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang 
menghendaki  terpenuhimya kebutuhan dasar bagi individu atau 
kelompok baik berupa  kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, 




      Kesejahteraan sosial atau sosial welfare adalah keadaan sejahtera 
masyarakaya. Dalam Mu‟jan Musthalahâtu al-„Ulûm al-
Ijtimâ‟iyyah dijelaskan: 
  “Kesejahteraan sosial: sistem yang mengatur pelayanan sosial 
dan  lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan 
kelompok- kelompok untukmencapai tingkat kehidupan, kesehatan 
yang layak dengan  tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan 
yang setara antar  individu sesuai dengan kemampuan 
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       Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan 
Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 




 Dalam sabda Nabi Muhammad Saw, di kategorikan bahwa 
Posisi bekerja untuk dunia dan akhirat akan dilihat oleh Allah, Rasul-
Nya dan tergolong sebagai orang-orang beriman. Sabda tersebut ialah: 
“Apabila seseorang diantara kamu bekerja walaupun didalam 
batu karang yang keras tiada berpintu ataupun berlobang, niscaya 
Allah akan mengeluarkannya (agar terlihat) keberadaaanya oleh 
manusia” (HR. Abu Daud).  
Kata (fa-sa-yaro) yang berarti “maka akan melihat atau 
menilai”, bagi  Allah berarti “Allah akan menilai dan memberi 
ganjaran”, sedangkan bagi Rasul saw dan orang beriman berarti “maka 
Rasul saw dan orang beriman akan melihat dan menilai”.43 kata 
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“melihat/menilai” akan timbul manakala usaha seseorang itu telah 
nampak, dapat dilihat, atau lebih jauh lagi dapat dibuktikan/dirasakan 
manfaatnya oleh orang lain.44 Hal ini seakan memberikan isyarat 
bahwa bekerja yang sungguh-sungguh  itu akan memberi manfaat 
tidak hanya untuk dirinya, namun untuk kaum muslimin  tidak hanya 
bermanfaat di dunia namun juga bermanfaat untuk kehidupan akhirat, 
dan orang yang menerima manfaat tersebut akan menilai dan menjadi 
saksi di akhirat.45 kesaksian yang diperkuat oleh kesaksian Rasul saw 
dan kesaksian dari Yang Maha Mengetahui yang gaib dan nyata (Allah 
Swt). Selanjutnya untuk menggali isyarat makna bekerja yang 
dilakukan pada ranah individu, keluarga/masyarakt dan Negara.  
Sebagai manusia yang beriman yang mamiliki niat tulus untuk 
bekerja secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Maka, tanpa adanya 
peran pemerintah pun mereka dapat menghidupi keluarganya dengan 
keterampilan yang dimiliki, terlebih lagi ketika pemerintah turut andil 
dalam pemberian sarana dan prasaran pendukung bagi masyarakat. 
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       Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, 
membagi kebahagian dan ketenangan tidak hanya untuk individu 
namun untuk seluruh umat muslim lintas Negara.
46
 Masyarakat Islam 
pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw., melalui kepribadian beliau 
yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. 
Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah Az-Zahra‟, dan lain-lain. 
Kemudian lahir di luar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., dan 
sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya, 
sehingga pada akhirnya terbentuklah  masyarakat yang seimbang 
antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.
47
 
      Bekerja mencari sumber penghidupan (ma‟ayisha) adalah senjata 
utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai 
kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. 
Dimana dalam tugas ini Allah Swt telah memilih manusia untuk 
mengelolanya  Q.S 11:61 
ا      د   و  م     ل           ا   ه                               ا   وا      
ه            ا   ض        ا             ا  ر 
ا          و          و  ا              ا ن   ا                              ر        
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dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. 
Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan 
bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan 
menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-
Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku 
sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”.
48
 
       Setelah dijelaskan kisah kaum Nabi Hud dan keingkaran mereka 
terhadap nabinya serta azab yang ditimpakan kepada mereka, maka 
ayat berikut ini, menjelaskan tentang kisah kaum Samud. Dan kepada 
kaum Samud yang mendiami wilayah Hijr antara kota Madinah 
dengan Tabuk, Kami utus saudara seketurunan mereka, yaitu Nabi 
Saleh, dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah Tuhan yang 
Esa, karena tidak ada Tuhan bagimu yang pantas dan layak 
disembah selain Dia. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari 
bumi, yakni Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah, dan 
menugaskanmu memakmurkannya, karena kamu memang layak untuk 
mengurus bumi dengan bercocok tanam, membangun rumah, 
mendirikan bangunan, gedung-gedung tinggi, dan lain sebagainya. 
Tapi ternyata di antara kamu ada yang melakukan pelanggaran dengan 
berbuat kerusakan, seperti eksploitasi hutan maupun hasil bumi secara 
besar-besaran tanpa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam serta 
lingkungannya. Karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya atas dosa-
                                                          
48





dosa yang kamu lakukan, kemudian bertobatlah kepada-Nya dengan 
meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, lalu sembahlah 
Allah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatNya kepada orang-
orang yang taat dan memperkenankan doa hamba-Nya."
49
 
       Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang 
pasif yang hanya menunggu rizki. Semua usaha dan untuk mencari 
rizki yang halal dicatat sebagai ibadah. Beberapa kutipan hadis yang 
menguatkan: 
“Senantiasa (ada) yang meminta-minta kepada manusia sampai 
datang hari kiamat, dan tidak terdapat di wajahnya sepotong daging-
pun” (HR. Bukhari Muslim) 
 
“Tidak ada suatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan 
apa yang dihasilkan dari karya tangannya” (HR. Bukhari) 
 





       Segenap jerih payah hasil usaha manusia tersebut dinilai sebagai 
sedekah baginya, yakni dari harta yang diusahakan dengan cara yang 
halal dan untuk dibelanjakan di jalan Allah Swt. Adapun hadis yang 
menjelaskan bahwa sesorang harus bekerja dan tidak boleh 
                                                          
49
Kementrian Agama RI, Tafsir Surah Al-Hud Ayat:6. 
50





dimanjakan untuk memacu kekreativitasannya dalam berfikir  “Tiada 
seorang muslim pun yang menaburkan benih atau menanam, lalu 
seekor burung atau seseorang, atau seekor binatang makan sebagian 
dari padanya, melainkan dinilai sebagai sedekah baginya”. (HR. 
Bukhari).
51
 Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak 
memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, 
sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan 
keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat 
memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. 
mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, 
tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan 
kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini 
termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan 
bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.
52
 
C. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 
Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam. Pembuatan 
undang-undang tentang kelautan ini di perlukan karena undang-undang yang 
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mengatur tentang kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal 
mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan , dan 
petambak garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan 
kepastian hukum dan keadilan bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak 
garam. Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan, 
pembudi daya ikan dan petambak daram, maka dibuatlah Undang-Undag 
tersebut. 
Undang –undang No 7 tahun 2016 tentang nelayan, pembudi daya 
ikan, dan petambak garam disahkan pada tanggal 14 april 2016 oleh Presiden 
Jokowidodo, undang-undag tersebut diundangkan dengan di tempatkan pada 
lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2016 nomor 68 serta penjelasan 
atas undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan 
nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam kedalam tambahan 
lembaran Negara Repoblik Indonesia  Nomor 5870 oleh mentri hukum dan 
ham. 
Berdasarkanpenjelasan  Pasal 9 ayat (1) huruf (b) undang-undang No. 
7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi 
daya Ikan dan petambak garam, “ yang dimaksud dengan “ikan” adalah segala 
jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berda 
didalam lingukungan perariran. Jenis ikan meliputi ; 
1. Ikan Bersirip (pisces); 





3. Karang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca); 
4. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate); 
5. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata); 
6. Kodok dan sebangsanya (amphibian); 
7. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilian); 
8. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia); 
9. Rumput laut, tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (algae); 
dan 




Pada penjelasan  pasal 9 ayat (1) huruf (b) point (i) Undang-
undang No. 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa rumput laut dan 
sebangsanya (algae) termasuk didalam jenis ikan. Berdasarkan Undang-
undang tersebut maka dapat disimpilksn bahwa petani rumput laut 
termasuk dalam golongan pembudidaya ikan. Dengan tergolongnya petani 
rumput laut kedalam kategori pembudi daya ikan, Sehingga petani rumput 
laut mendapat kepastian hukum perlindungan dan pemberdayaan 
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D. Siyasah Syar’iyyah 
1. Pengertian Siyasah Syar‟iyyah 
Secara etimoligi Siyasah Syari‟iyyah berasal dari kata Syara‟a 
yang berarti sesuatunyang besifart Syar‟I atau bisa di artikan sebagai 
peraturan atau politik yang bersifat syar,i. sedangkan secara 
terminologi yang dikemukakan oleh Ibnu Akil adalah segalah sesuatau 
tindakan  yang secara mudah mebawa manusia dekat dengan 
kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.
54
 Makna dasar dari istilah 
siyasah syar‟iyyah yang disimpulkan oleh Dr. Athiyah „Adlan Qarah 
adalah sebuah tindakan nyata atau keputusan  yang diambil oleh 
penguasa atau pemimpin yang berwenang.
55
 
Ibnu taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk 
dalam kewenangan  siyasah syar‟iyyah. Pendasaran teori siyasah 
syar‟iyyah dilandaskan pada QS An-nisa/4:58. Dimana menurut 
beliau, kedua ayat tersebut merupakan landasan hidup masyarakat 
muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin 
dan rakyat. 
Allah Swt berfirman: 
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ب َٓ ِه ْ ٗ اَ
ۤ
ِذ ِاٰن ُٰ ا اَْلَ ٰي ٌْ رَُؤدٔ  َ يَأُْيُشُكْى اَ ٌَّ ّٰللاه ا ثِب ْنعَذْلِ  ِّۙ  اِ ْٕ ًُ ُك ِْ ٌْ رَ ٍَ انَُّب ِس اَ زُْى ثَْي ًْ اِ رَا َحَك َٔ  ّۗ  ٌَّ اِ
 ّٖ ب يَِعُظُكْى ثِ ًَّ َ َِِع ْيعًْۢ  ّۗ  ّٰللاه ًِ ٌَ َس َ َكب  ٌَّ ّٰللاه ب ثَِصْيًشااِ  
Terjemahnya : 
  “Sesungguhnya Allah menyuru kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-




Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu 
Shaleh bahwa Ibnu Abbas Berkata, “ketika Rasulullah saw. 
Menaklukkan Mekah, Beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Ketika 
Utsman bin Thalhah datang, Rasulullah saw bersabda “Tunjukkanlah 
kunci Ka‟bah kepadaku”. Lalu dia datang kembali dengan membaw 
kunci Ka‟bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah saw 
sembari membuka telapak tangannya”. 
Ketika itu juga Al-Abbas bangkit lalu berkata, “Wahai Rasulullah 
beriakn kunci itu kepada saya agar tugas memberi minum dan kunci 
Ka‟bah saya pegang sekaligus”. Maka Utsman menggenggam 
kembali kunci itu. Rasulullah Pun bersabda “Berikan kepadaku Kunci 
itu wahai Utsman”. Maka Utsman bertkata “ Teriamalah dengan 
amanah Allah”.  lalu Rasulullah saw bangkit dan membuka pintu 
Ka‟bah kemudian beliau melakukan Thawaf mengelilingi Ka‟bah. 
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Kemudian Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw 
agar Beliau mengembalikan kunci itu kepda Utsman bin Thalhah. 
Beliau pun memanggil Utsman dan Membrikan Kunci itu kepadanya 
kemudian Beliau Membacakan Firman Allah ( An-Nisaa‟:58).
57
 
Ayat tersebut berisi tentang kewjiban dan kewenagan seorang 
pemimpin ialah menunaikan amanat dan meneggakkan hukum yang 
adil sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin selama ia 
taat kepada rasulnya. kewajiban penguasa dalam manunaikan 
amanatnya yaitu mengankat pejabat dan pegawai secara selektif dan 
benar. memili dengan jujur, adil dan amanah serta pembentukan 
depertemen yang dibutuhkan guna menunjang kemajuan dan 
kesejhateraan Negara. Dalam bidang penegakan hukum, siyasah 
syar‟iyyah memberikan tugas kepada penguasa untuk membentuk 
pengadilanmengankat qadhi dan hakim, penegakan hukum yang 
seadil-adilnya, serta melakukan musyawarah terhadap perkara yang 
harus di musyawarahkan. 
Adapun beberapa hakikat dari siyasah syar‟iyyah yaitu: 
a. Bahwa siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengaturan 
kehidupan manusia 
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b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini di lakukan oleh pemegang 
kekuasaan  
c. Tujuan pengaturan tersebut ialah untuk menciptakan kemaslahatan 
dan menolak kemudaratan 
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam 
       Berdasarkan hakikat siyasah syar‟iyyah ini dapat disimpulkan 
bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar‟iyyah adalah Al-Qur,an dan 
As-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang 
pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-
undangan dan mengatur kehidupan dalam bernegara. 
2. Pandanga Siyasah Syar‟iyyah  terhadap pengimplementasian Undang-
Undang No.7 Tahun 2016  
Berlandaskan penjelasan siyasah syar‟iyyah yaitu pemerintah 
sebagai wakil rakyat yang mengambil atau memutuskan dengan adil 
dan trasnparan yang menyangkut kemaslahatan ummat. Dan apabila 
ada perselisihan antara masyarakat dan pemimpin maka kembalikan 
pada Al-Qur‟an. pemerintah  juga berkewajiban menjalankan amanat 
yang yang diemban dengan sebaik-baiknya seperti halnya dalam 
memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. 
Terahdap pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2016 akan 
efektif jika penerapannya merata atau tersalurkan karena undang-





terkhusus pada petani rumput laut  yang membutuhkan perlindungan 
dan pemberdayaan guna peningkatan taraf kesejahteraan bagi 
masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya 
ikan dan pertambak garam serta terkhusus pada petani rumput laut. 
Pemberian bantuan serta pendidikan terhadap sumberdaya laut 
yang di amantkan oleh Undang-Undang melalui pemerintah daerah, 
guna terciptanya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan yang 
pada walnya belum mengetahui atau mengolah sumber daya laut 
terkhusus pada petani rumput laut akan mengerti dalam pengolahan 
rumput laut tersebut sehingga petani rumput laut tidak lagi terkendala 






























Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan petani rumput laut 
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Kewenangan  pemerintah Daerah Undang-Undang No.7 Tahun 2016 
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       Metode Penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah dalam mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga hal ini dapat diketahui 
terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan 
dan kegunaa. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 
digunakan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan 
agar tidak terjadi 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: 
a. Dilihat dari bidangnya berkaitan dengan hukum dan sosial 
b. Dilihat dari segi tempatnya penelitian skripsi ini ialah Penelitian 
kualitatif lapangan (Field Research)  
c. Dilihat dari segi tujuannya penelitian skripsi ini ialah bersifat 
deskriptif 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Punaga Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar, pemilihan lokasi ini dengan 






a. Profil Desa Punaga  
Kecamatan Mangarabombang sebagai salah satu kecamatan 
yang terletak di sebelah selatan dan berjarak kurang lebih 7 kilometer 
dari ibukota  kabupaten Takalar. Ibu kita kecamatan mangarabombang 
terletak di kelurahan mangadu yang sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores 
dan sebelah baratnya berbatsan dengan Kecamatan Mappakasunggu 
serta menjadi pusat perekonomian di kecamatan tersebut. Luas 
wilayah kecamatan mangarabombang sekitar 100,50km
2
 atau sebesar 
17,74 persen dari kabupaten takalar, Kecamatan tersebut memiliki 11 
desa dan 1 kelurahan. 
Desa punaga merupakan salah satu desa yang berada di 
kecamatan mangarabombang dengan luas daerah 15,74km
2
, adapun 
batas-batas wilayah desa punaga yaitu: 
Sebelah utara  : berbatasan dengan Desa Cikoang 
Sebelah selatan : berbatasan dengan laut Flores 
Sebelah timur  : berbatasan dengan Desa Laikang 
Sebelah barat  : berbatasan dengan Selat Makassar 
Secara administrasi desa punaga terdiri empat wilayah dusun 
yaitu; dusun punaga, dusun Malelaya, dusun barugaya, dan dusun 





No. Nama Dusun Jenis Kelamin 
Laki-Laki Perempuan 
1. Punaga 404 405 
2. Malelaya 206 246 
3. Barugaya 329 310 
4. Tamalabba 396 426 
                                                   1.335 1.387 
                               Total                                                                   2.722 
Diambil dari: Profil Desa Punaga Tahun 2017 
Tabel tersebut bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari 
jumlah laki-laki, dan jumlah laki-laki terbanyak berada pada dusun 
Punaga yaitu berjumlah 404 jiwa dan jumlah laki-laki yang sedikit berda 
pada dusun malelaya yaitu berjumlah 206 jiwa, sedangkan jumlha 
perempuan terbanyak berda pada tamalabba yaitu berjumlah 426 jiwa, 
dan jumlah perempuan paling sedikit berada didusun malelaya yaitu 
berjumlah 246 jiwa. 
Adapun bentk pemukiman atau rumah warga pada desa punaga 
pada umumnya berbentuk rumah panggung dan disesuaikan dengan 
strata sosial. Adapun bentuk rumah karaeng keturunan Al-aidid sangat 
berbeda dengan Non Al-aidid, perbedaan utama ditandai dari bentuk 





Desa Punaga juga terdapat pemukiman transmigrasi punaga oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan pada Penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 
fikir yang digunakan dalam  menganalisis sasaran yang dijadikan acuan dalam 
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan pola fikir yang digunakan. 
adapun Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah: 
1. Pendekatan Yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu 
penelitian yang melihat pada peraturan Perundang-undagan yang berlaku 
2. Pendekatan Normatif syar‟I (teologi Normatif), Pendekatan ini melihat 
apa yang terdapat dalam Al-Qur‟an. 
3. Pendekatan Sosiologi dimana suatu pendapat yang melihat kaidah-kaidah 
yang terdapat pada penelitian Ilmu sosiologi. Dalam penelitian ini 
mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dimasyarakat 
C. Sumber Data 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Data Utama merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung 
dengan para Informan. Daftar Pertanyaan dibuat untuk melakukan 






2. Data sekunder yakni data yang di peroleh dari kantor desa, kantor dinas 
perikanan, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan peneliyian seperti 
Buku-buku, jurnal, artikel baik dari media atau internet. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian dalah mendapatkan data. 
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu iformasi yang 
dibutuhkan dalam mencapai tujuan peneliti, adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitia ini adalah: 
1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
langsung umtuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian 
mengenai analisis Hukum dan Sosial tentang Peran Pemerintah dalam 
peningkatan kesejahteraan Petani Rumput Laut. 
2. Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara Lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara lagsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan secara mendalam dan mendetai.
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3. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data 
yang tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar 
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4. Studi keperpustakaan yaitu mengacu pada data-data yang ada yang pernah 
ditulis peneliti sebelumnya dimana mempunyai hubungan dengan masalah 
yang ingin dipecahkan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 
dengan merujuk pada Metodologi Penelitian. Adapun instrumen pada 
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut : 
1. Penelitian sebagai instrument utama 
2. Pedoman wawancara ialah alat yang digunakan untuk melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
3. Buku catatan dan alat Tulis adalah alat yang berfungsi mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan Informan 
4. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk memotret hal-hal penting yang 
emnunjang penelitian seperti memotret peneliti yang sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. Teknik Pengolah dan Analisis Data 
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1. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola 
data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai 
dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian Metode pengolahan data 
dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
a. Editing data yaitu Proses pemeriksaan data dari hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengecek kembali data dan mengetahui relevan 
(hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban dari permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mendapat data yang factual dan berkualitas sesuai dengan 
literature yang didapat dari sumber bacaan. 
b. Cooding data yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban 
menurut kriteria atau macam-macam yang ditetapkan.
60
 
c. Identifikasi data yaitu  dengan mengumpulkan beberapa Literatur, 
kemudian memilah-milah dan memisahkan yang akan di bahas. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisi data Kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif merupakan 
upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, 
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mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Jenis penelitian kualitatif memiliki standarisasi  tersendiri dalam 
menentukan tingkay kepercayaan terhadap sebuah data yang ditemukan 
dilapangan. Pandangan umum terhadap data yang ditemukan dilapanagan 
cenderung individualistic atau dipengaruhi oleh objektivitas peneliti 
menjadikan data tersebut dinyatakan objektivitasnya. Hal ini tidak terlepas 
dari instrument penelitian dan validasi peneliti sebagai instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 
Data yang dihasilkan sesuai dengan temuan peneliti dideskripsikan 
sesua dengan pandangn subjektif  peneliti mengenai apa yang telah diperoleh 
selama melakukan penelitian. Penentuan dan penafsiran peneliti terhadap 
temuan dilapangan sangat dipengaruhi oleh intelektual dan analisa peneliti 
dalam mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan seubjektif yang akan 
disampaikan tetap mengacu pada konsep rasional yang menjadikn rasio 
sebagai alat bedah dalm mengurai sebuah data yang diperoleh. Data yang 








A. Gambaran Umum Desa Punaga 
Kecamatan Mangarabombang sebagai salah satu kecamatan yang 
terletak disebelah selatan dan berjarak kurang lebih 7 kilometer dari ibukota 
Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Mangarabombang terletak di 
Kelurahan Mangadu yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 
Polombangkeng Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Jeneponto, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu serta menjadi pusat 
perekonomian di kecamatan tersebut. Luas wilayah Kecamatan 
Mangarabombang sekitar 100,50 km2 atau sebesar 17,74 persen dari total 
Kabupaten Takalar yang memiliki 11 desa dan 1 kelurahan. (Profil Desa 
Punaga, 2017). 
Punaga adalah nama desa di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten 
Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Punaga Berada di daerah yang cukup 
terpencil. Jarak Desa Punaga dari Kota Makassar berjarak sekitar 80-60 Km, 
sekitar 2 Jam. Sedangkan jarak dari jalan Trans Sulawesi Selatan Sekitar 30 
Km. 
Desa Punaga merupakan salah satu kawasan industri  rumput laut yang ada di 
Kabupaten Takalar. Sebagian besar masyarakat Desa Punaga bekerja sebagai 
Petani padi dan petani rumput laut. Daerah pesisir pada Desa Punaga 
dijadikan Sebagai tempat pembudidayaan rumput laut. Sebagian masyarakat 
Desa Punaga merantau untuk mencari kehidupan mereka yang lebih layak 
dikarenakan penghasilan sebagai petani rumput laut masih sangat minim 
sehingga kebutuhannya masih belum terpenuhi. Pembudidayaan rumput laut 





laut didaerah ini masih menggunakan peralatan tradisional dan sebagian besar 
belajar secara otodidak dalam membudidayakan rumput laut karena belum 
adanya penyuluhan dari pihak pemerintah setempat. 
Desa Punaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 
Mangarabombang dengan luas daerah 15,74 Km
2. 
 
Batas-batas wilayah:  
Sebelah Utara   : Berbatasan dengan Desa Cikoang 
Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Laut Flores 
Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Laikang 
Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Selat Makassar 
1. Administrasi Desa  
Secara administrasi Desa Punaga terdiri atas empat wilayah dusun 
yaitu Dusun Punaga, Dusun Malelaya, Dusun Barugaya dan Dusun 
Tamalabba. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk masing-masinig di 
Desa Punaga dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun Desa Punaga 
Tahun 2016 
No. Nama Dusun   Jenis kelamin 
  Laki-laki Perempuan 
1. Punaga 404 405 
2.  Malelaya 206 246 
3.  Barugaya 329 310 
4.  Tamalabba 396 426 
 1.335 1.387 
Total  2.722 
Sumber: Profil Desa Punaga Tahun 2017 
 Pada tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki terbanyak 





paling sedikit berada di Dusun Malelaya yaitu 206 jiwa sedangkan jumlah 
penduduk perempuan terbanyak berada di Dusun Tamalabba yaitu 426 jiwa 
dan jumlah penduduk perempuan paling sedikit berada di Dusun Malelaya 
yaitu 246 jiwa. Hal ini terjadi karena Dusun Malelaya masih kurang 
penduduk yang menghuni dan terdapatnya kelangkaan atau jarak antara 
rumah agak berjauhan. 
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
kemampuan kerja dan juga sangat menentukan dalam klasifikasi 
pembagian kerja. Perempuan turut aktif dalam dunia kerja, yang 
mematahkan anggapan bahwa masyarakat Indonesia masih berpola pikir 
tradisional dimana laki laki merupakan tulang punggung keluarga yang 
seharusnya bekerja sedangkan perempuan dianggap membantu dan seolah-
olah tidak diwajibkan untuk bekerja (Iskandar, 2000). 
 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Punaga Berdasarkan Jenis Kelamin 
Desa Punaga Tahun 2016 
No. Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase 
(%) 
1 Laki-Laki  1.335 49,05 % 
2 Perempuan  1.387 50,95 % 
Total 2.722 100% 
     Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga Tahun 2017 
Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis 
kelamin di Desa Punaga berjumlah 2.722 jiwa dengan perbandingan laki-
laki 1.335 jiwa dengan persentase 49,05% dan perempuan 1.387 jiwa 
dengan persentase 50,95%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk jenis 





laki-laki artinya potensi perempuan dalam pembangunan pertanian sangat 
strategis. Bahkan kontribusi pendapatan perempuan di pedesaan dan 
pertanian terhadap pendapatan rumah tangga sangat besar. Ini disebabkan 
karena adanya keseteraan gender yang menyebabkan laki-laki dan 
perempuan mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan kesempatan 
serta partisipasi dalam bekerja seperti di bidang pertanian dan perikanan. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Priyadi (2005) yang mengatakan 
bahwa dalam pelaksanaan usahatani mulai tahapan pengolahan, penanaman 
hingga pengolahan hasil memungkinkan terserapnya tenaga kerja laki-laki 
dan perempuan 
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
Menurut data BPS Kabupaten Purworejo (2012) dalam Firdaus 
(2017) menjelaskan bahwa pengelompokan penduduk berdasarkan 
kelompok umur diketahui dengan pengelompokan usia produktif dan usia 
tidak produktif. Usia 0-14 tahun dikategorikan belum produktif, usia 15-64 
tahun dikategorikan usia produktif, dan usia lebih besar dari 65 tahun 
dikategorikan usia tidak produktif. Usia produktif adalah usia yang dinilai 
bahwa kemampuan fisik petani cukup potensial untuk bekerja. Usia tidak 
produktif adalah usia yang dinilai bahwa kemampuan fisik petani tidak 
cukup potensial dalam bekerja. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok 
umur dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar Tahun 2016 
No. Umur (tahun) Jumlah (jiwa) Persentase 
(%) 
1 ≤14 858 31.52 
2 15 – 64 1.656 60.83 





Total 2.722 100% 
Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga 2017 
Tabel 3 menjelaskan bahwa penduduk Desa Punaga rata-rata berumur 
15-64 tahun yaitu berjumlah 1.656 jiwa atau sekitar 60,83% dari total 
jumlah penduduk Punaga. Penduduk yang berada pada usia tersebut 
termasuk pada usia produktif, artinya penduduk pada usia tersebut dinilai 
bahwa secara kemampuan fisik cukup potensial untuk melakukan usahatani 
di kawasan pesisir. Penduduk yang berumur ≤ 14 tahun sebanyak 858 jiwa 
atau 31,52% dan penduduk yang berumur ≥ 65 tahun sebanyak 208 jiwa 
atau 7,65% penduduk yang berada pada umur tersebut tidak termasuk umur 
produktif. Jadi tenaga kerja untuk melakukan usahatani dan pekerjaan 
lainnya  di Desa Punaga sangat mencukupi. 
4. Keadaan Sarana dan Prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek).  
a. Keadaan Prasarana Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 
kecerdasan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 
motor penggerak pembangunan. Banyaknya jumlah sekolah 
berdasarkan jenjang pendidikan di Desa Punaga, Kecamatan 
Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada tahun 2013 dapat dilihat 




Tabel 4. Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Desa 






SLTA Akademi Perguruan 
Tinggi 
Punaga 1 1 1 - - - 
Malelaya 1 1 - - - - 
Barugaya -  - - - - 
Tamalabba 1 1 - - - - 
Jumlah 3 3 1 - - - 
Sumber: Hasil Sensus PKM Desa Punaga, 2017 
Tabel 4 menjelaskan bahwa jumlah sekolah yang ada di Desa 
Nisombalia sebanyak 7 unit yang terdiri dari 3 Sekolah Dasar dan 1 
Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP SATAP. Selain itu juga terdapat 
pendidikan nonformal yaitu Taman Kanak-kanak sebanyak 3 yang tersebar 
dibeberapa dusun di Desa Punaga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
jumlah prasarana pendidikan yang kurang menyebabkan tingkat pendidikan 
masyarakat juga rendah karena tidak adanya ruang yang dapat digunakan.  
Untuk sekolah SMP SATAP terdapat di Dusun Punaga Yang lokasinya 
masih seatap dengan sekolah dasar serta Untuk melanjutkan ke Sekolah 
Menegah Atas (SMA) sebagian anak melanjutkan ke SMA dan SMK diluar 
Desa Punaga dengan jarak 4 KM. 
b. Keadaan Prasarana Keagamaan 
Prasarana keagamaan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh 
umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan 
mereka masing-masing. Menurut Hasil Sensus PKM Desa Punaga (2017),  






c. Keadaan Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih  
Desa punaga memeliki satu unit puskesmas pembantu (pustu) 
dengan satu orang bidan yang melayani warga dalam hal pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat Desa Punaga. Mandi Cuci Kakus (MCK) 
terdapat di semua dusun dan dimanfaatkan warga untuk keperluan mandi 
dan mencuci tetapi jumlahnya masih sedikit. Dengan adanya MCK dapat 
mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat menjaga kesehatan warga 
Sedangkan Sarana perpipaan dan bak air terdapat di Dusun Tamalabba 
namun belum maksimal karena hanya sebagian warga yang mendapatkan 
manfaat dari adanya perpipaan tersebut. Terdapat banyak bak-bak air 
minum namun belum berfungsi dengan baik. Lain lagi pada Dusun 
Barugaya, khususnya di kampung salambu hanya ada satu sumur yang 
digunakan sekitar 90 KK untuk keperluan air bersih. Sarana perpipaan di 
Dusun Punaga belum menjangkau seluruh warga begitupun yang terjadi di 
Dusun Malelaya Desa Punaga.  
Tabel 5. Jumlah Sarana Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih di Desa 










Sumber : Hasil Sensus PKM Desa Punaga, 2017 
 
 
Jenis sarana Punaga  Malelaya Barugaya  Tamalabba  Jumlah  
Pustu  1 - - - 1 
Posyandu  1 - 1 - 2 
MCK 7 4 4 5 20 
Bak air 1 2 - 16 19 
Perpipaan  1 1 - 1 3 
Wc pribadi 11 7 7 6 31 
Sumur  35 9 - 29 73 




5. Pola Penggunaan Lahan  
Desa Punaga Merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 
Mangarabombang yang wilayahnya sebagian besar adalah pesisir pantai 
dan masyarakat tinggal dan menetap berhadapan dengan lepas pantai. 
Ketinggian Desa Punaga ± 18 m diatas permukaan laut.  
Desa punaga memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim 
hujan dan musim kemarau. Curah hujan berlangsung selama musim hujan 
dengan intensitas sedang. Musim hujan mempergaruhi indeks pertanian di 
desa yang hanya berlangsung selama 6 bulan musim hujan.  
Untuk mendapatkan sumber air tawar dari tanah warga harus 
menggali dengan kedalaman ± 20 meter yang dibuat dengan prakarsa atau 
dalam bentuk swadaya masyarakat kecuali di Dusun Malelaya pemenuhan 
kebutuhan air bersihnya cukup memadai karena hampir setiap rumah 
memiliki sumur gali dengan bantuan mesin pompa air sehingga tidak perlu 
lagi mengangkat, sebagian keluarga juga mendapatkan sumber air bersih 
dari perpipaan akan tetapi sebagian keluarga pun masih mengangkat air 
dari sumur.  
Penggunaan tanah di Desa Punaga sebagian besar diperuntukkan 
untuk tanah pertanian/persawahan, sisanya berupa tanah kering yang 
merupakan bangunan, fasilitas lainnya. adapun luas lahan Desa Punaga di 




Tabel 6. Luas Lahan Perdusun Di Desa Punaga Kecamatan 









 : Profil Desa Punaga Tahun 2017 
Tabel 6 menunjukkan bahwa luas lahan Desa Punaga seluas 9681,4 Ha. 
Luas lahan terbesar adalah lahan di Dusun Punaga yaitu 3888.9 Ha dan luas 
lahan terkecil adalah Dusun Malelaya yaitu 1629,5 Ha. Hal ini disebabkan 
karena Dusun Malelaya merupakan daerah pesisir dan sebagian besar 
masyarakanya bekerja sebagai rumput laut dan kurangnya masyarakat yang 
bekerja sebagai petani.  
6.  Pemukiman dan Perumahan Penduduk 
Pada umumnya bentuk rumah masyarakat Desa Punaga adalah 
berbentuk rumah panggung sebagian lainnya berbentuk rumah batu. Bentuk 
rumah pun di sesuaikan dengan strata sosial. Bentuk rumah karaeng 
keturunan Al-aidid sangat berbeda dengan non Al-aidid. Perbedaan utama 
ditandai dari bentuk atap dan jumlah tingkat yakni tiga tingkat bagi 
No. Nama Dusun Luas lahan (Ha/Km)  Jumlah 
 Sawah Tanah kering 
1.  Punaga 392.3 3496.6 3888.9 
2.  Malelaya 58.4 1571.1 1629.5 
3.  Barugaya 425.0 1316.1 1741,1 
4.  Tamalabba 504,0 1917,9 2421,9 




keturunan Al-aidid. Desa Punaga terdapat pemukiman transmigrasi Punaga 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
B. Identitas Informan 
       Identitas Informan adalah gambaran kondisi atau keadaan serta status 
seseorang. Identitas Informan penting untuk diketahui agar dapat diketahui 
sudah berapa lama ia bekerja sebagai petani rumput laut sehingga dapat 
diketahui bagaiman peran pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan 
petani rumput laut. Identitas Informan meliputi nama, jenis kelamin, alamat, 
umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani.  
Tabel 7. Identitas Informan  
No. Nama Jenis 
kelamin 
Umur Pendidikan Pekerjaan utama Lama bekerja 




2. Hendri L 21 Tahun SD Petani rumput 
laut 
10 tahun 
3. Sabang L 30 Tahun SD Petani rumput 
laut 
20 tahun 





L 35 Tahun SLTA Petani rumput 
laut 
10 tahun 
6. Muliadi Kahar L 19 Tahun SLTA Petani rumput 
laut 
15 tahun 
7. Dg. Bollo L 45 Tahun SLTP Petani rumput 
laut 
20 tahun 
8. Dg. Tola L 49 Tahun SD Petani rumput 
laut 
20 Tahun 
9. Winda P 21 Tahun SLTA Petani rumput 
laut 
2 tahun 





L 30 Tahun SD Petani rumput 
laut 




12. Sa‟dia P 40 Tahun SD Petani rumput 
laut 
20 tahun 
11. Dg. Ramang L 35 Tahun S1 Imam Desa 
Punaga 
5  tahun 
12. Yusrifal Anwar L 30 Tahun S1 Sekretaris Desa  1 tahun 
Sumber : Data Identitas Setelah Diolah,2020 
Tabel 7, menjelaskan tentang identias Informan mulai dari nama, jenis 
kelamin, umur, tingkat sekolah, pekerjaan, dan lama bekerja. Satu diantara 
Informan merupakan Staff Dinas Peikanan dan Kelautan dan sebelas (11) 
rseponden merupakan petani rumput laut. Faktor usia merupakan salah satu  
faktor yang berkaiatan dengan produktifnya sesorang dalam bekerja untuk 
memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tingkat umur Informan 
terbagi menjadi Umur >30 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan umur <30 tahun 
sebanyak 6 orang.  Pengalaman pertain rumput laut dapat memberikan 
pengalaman, pengalaman itulah dapat menjadi guru atau petunjuk dalam 
melakukan kegiatan bertani rumput laut. Dari pengalaman yang lebih mapan 
petani dapat mengubah metodenya sehingga hasil kerja akan lebih produktif, 
adapun tingkat Lama bekerja Informan yakni 2-20 tahun, sehingga peneliti 
dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani rumput laut. 
Sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan merupakan 
faktor penting dalam mengakomodasikan teknologi maupun keterampilan 
dalam usaha budidaya rumput laut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 




sehingga akan terpengaruh terhadap pengelolaan rumput laut. Tingkat 
pendidikan Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi SD- Sederajat dan 
SLTP-Sederajat, SLTA-sederajat dan S1-sederajat. 
C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan 
Kesejahteraan petani rumput laut   
 
Desa punga merupakan sebuah desa yang terletak pada daerah pesisir  
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang masyarakatnya banyak 
yang beraktivitas pada sektor perikanan dan kelautan khususnya di sektor 
pembudidayaan rumput laut. Desa Punaga dikenal sebagai sentra produksi 
rumput laut yang dimana ada satu dusun yaitu Dusun Malelaya yang hampir 
semua masyarakatnya bekerja sebagai petani rumput laut. Aktivitas bercocok 
tanam rumput laut dilakukan sepanjang tahun dengan siklus 30-45 hari sudah 
bisa lakukan proses panen.  
Pembudayaan rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat desa punaga 
mulai dari persipan lahan hingga proses panen dilakukan secara 
tradisional.
61
dimana ilmu bercocok tanam didapatkan secara turun temurun dari 
nenek moyang mereka, ilmu ini yang terus menerus diterapkan hingga sekarang 
walaupun sebenarnya ada cara lebih mudah tetapi masyarakat setempat tidak 
mau mengambil resiko dalam proses bercocok tanam sehingga lebih memilih 
proses yang sudah lama dilakukannya. 
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Rumput laut yang budidayakan oleh masyarakat Desa Punaga yaitu SP dan 
Cattoni dimana harga keduanya berbeda dikarenakan kualitas dimana harga dari 
Cattoni lebih mahal dari SP, rumput laut yang di hasilkan atau di jual oleh 
petani rumput laut merupakan Produk mentah yakni dijual dengan keadaan 
basah maupun kering, adapun harga rumput laut yang basah berda pada kisaran 
Rp. 17.000 perkilo sedangkan yang kering berada pada kisaran Rp. 23.000 
perkilo maka karena hal ini masyarakat yang bermukim diDesa Punaga lebih 
memilih bekerja sebagai petani rumput laut karena harga yang menjanjikan.
62
 
Alasan kenapa rumput laut bisa menjadi tumpuan harapan masyarakat pesirir di 
masa kini dan yang akan datang: pertama, berbagai jenis rumput laut potensial 
biasa dan relative mudah dibudidayakan karena teknologinya sederhana dan 
relative murah, tidak memerlukan pantih benih, tidak memerlukan pakan dalam 




Masyarakat yang melakukan usaha rumput laut menjual ke pengepul 
baik yang ada didalam lingkup desa itu sendiri maupun pengepul dari luar yang 
masuk kedalam desa. Masyarakat menjual kepada pengepul dengan taksiran 
perkilo dalam keadaan kering, tetapi banyak juga pengepil yang membeli 
rumput laut pada Petani rumput laut dalam keadaan basah, jika permintaan pada 
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pabrik sangat besar. Hasil bercocok tanam rumput laut di jual dalam keadaan 
mentah karena belum ada teknologi yang bisa membuat rumput laut menjadi 
produk yang bernilai ekonimis, padahal rumput laut memiliki kandungan gizi 
yang sangat banyak.
64
 Pada masa sekarang kiat berada pada era digital dimana 
sistem pembayaran serta penjualan mestinta bisa dilakukan secara digital 
sehingga pembeli dan penjual tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
65
 
Tetapi pada masa sekarang harga rumput laut yang menurun drastis 
disebabkan oleh efek Pandemi COVID-19 dimana awalnya harga rumput laut 
basah berada pada harga Rp.17.000 perkilo kini turun menjadi Rp.9.000 
sedangkan rumput laut kering dari harga Rp.23.000 turun menjadi Rp. 13.000. 
“Kebanyakan  masyarakat disini mengusahakan rumput laut, 
mempertahankan keberlansungan hidup dengan tingginya kebutuhan rumah 
tangga sekarang, harga rumput laut berubah-ubah yang awalnya berada di 
harga Rp. 23.000 perkilo turun sampai Rp. 13.000 perkilo ini disebabkan 
karena pandemic Covid-19”.
66
 maka dari dampak tersebut petani rumput laut
67
 
banyak mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan harga bibit yang 
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sangat tinggi sedangkan hasil penjualan yang sangat rendah. Selain dari 
permasalahan 
 tersebut terdapat kendala-kendala lain yang ditemui oleh para petani rumput 
laut seperti adanya hama pengrusak rumput laut yang disebabkan oleh Cuaca 
yang sering berubah-ubah, selain dari timbulnya hama cuaca juga 
mengakibatkatkan tidak stabilnya ombak pada pantai yang mengakibatkan bibit 
rumput laut terlepas pada tali bentangan. Bukan hanya itu saja yang menjadi 
permasalahn bagi pertani rumput laut, permodalan merupakan masalah utama 
yang sering dihadapi oleh masyarakat yang sampai mengakibatkan banyak 
petani rumput laut gulung tikar. 
Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah daerah dalam hal ini 
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan membuat bebapa kebijakan 
terhadap petani rumput laut yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya 
Ikan, Petambak Garam dengan bentuk implementasi pemberian sarana dan 
prasaran penunjang bagi usaha tani rumput laut. Ada delapan kebijakan yang 
dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendukung pengembangan 
rumput laut, yaitu: menyiapkan regulasi tentang pembudidayaan rumput laut 
dan tata ruang wilayah pesisir; menyediakan anggaran untuk membantu 
pengadaan dan pembaharuan peralatan usaha (teknologi budidaya); melakukan 
pembersihan kawasan pantai di seputar lokasi budidaya rumput laut secara 




setiap desa pesisir Kabupaten Takalar; Menyediakan prasarana dan sarana 
pendukung budidaya rumput laut; mendorong dilakukannya ekstensifikasi lahan 
yang sudah dimanfaatkan; mengintensifikasikan bimbingan dan penyuluhan 
pengelolaan budidaya rumput laut bagi masyarakat dan mempromosikan hasil 
produksi dari bahan dasar rumput laut.
68
 Bukti nyata dari program tersebut 
yakni seperti pemberian tali, bibit rumput laut, gabus dan sampai dengan 
pemberian speed boad kepada petani rumput laut, bukan hanya itu pemberian 
pelatihan mengenai proses pembudidayaan rumput laut. Hal ini guna untuk 
menunjang upaya mengsejahterakan petani rumput laut berdasar dari 3 aspek 




Pada proses pendistribusian sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah 
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang proses pendistribusiannya 
kurang merata sehingga ada beberapa petani yang tidak merasakan sarana dan 
prasarana dari pemerintah, dalam pendistribusaian sarana dan prasaran yang di 
berikan kepada masyarakat, pemerintah harus melakukan pengawasan.
70
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Pemerintah juga telah membuat kelompok tani  dengan harapan 
terbentuknya kelompok tani ini akan menjadi penyambung tangan pemerintah 
dengan para petani rumput laut namun kenyataan di lapangan berbanding 
terbalik, dimana kelompok tani hanya sebatas nama atau struktur kepengurusan 
saja tanpa adanya aktivitas sebagaimana yang seharusnya. 
Menanggapi persoalan petani rumput laut yang ada, tidak hanya pemerintah 
daerah yang turut andil terdapat juga peran pemerintah desa yang turut 
berkontribusi dalam upaya mensejahterakan petani rumput laut. Dalam 
peningkatan Kualitas Kesejahteraan Petani rumput laut, Pemerintah Desa 
Punaga juga menganggarkan bantuan bagi petani rumput laut guna menunjang 
Keberlangsungan proses bercocok tanam bagi petani. 
 “Pemerintah Desa juga memberikan bantuan sarana dan prasana berupa 
alat  penunjang bagi usaha tani rumput laut”.
71
 
 Sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut, pemerintah desa memberikan 
sarana dan prasarana penunjang usaha tani rumput laut, pemberian modal 
berupa uang tunai sampai dengan menjadi jembatan upaya perlindungan usaha 
tani dengan  memberikan jalan tengah terbaik dikarenakan ketiadaan regulasi 
tentang pengaturan atau penghukuman pengerusakan usaha tani. 
Masyarakat Desa Punaga sangat bersyukur dengan adanya campur tangan 
pemerintah dalam usaha Tani rumput laut yang digeluti masyarakat Desa 
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Punaga. Terselip harapan masyarakat kepada Pemerintah untuk peningkatan 
serata pengembangan usaha Tani Rumput laut guna peningkatan kualitas 
kesejahteraan bagi para petani rumput laut. 
 “Pelayanan pemerintah sangat bagus, pemberian bantuan dan sosialisasi 
tentang rumput laut, tetapi ada harapan kami kepada pemerintah yakni 




Sama halnya dengan masyarakat lainnya yang meminta kepada pemerintah 
untuk lebih memperhatikan para petani rumput laut hal ini dikarenakan mata 
pencahari hanya pada hasil tani rumput laut. “Tanggapan saya kepada 
pemerintah tidak ada tetapi kami menaruh harapan kepada pemerintah untuk 
lenih memperhatikan pera petani rumput laut, memngingat Desa Punaga 
merupakan sentra rumput laut”.
4
 
Maka dari itu masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemerintah 
Daerah dalam peningkatan kesejahteraan petani rumput laut, mengingat Desa 
Punaga merupakan sentra rumput laut yang terletak di Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar. Peran Pemerintah Daearah yakni Dinas 
kelautan dan Perikana Kabupaten Takalar sebagai pemerintah daerah yang 
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menangani tentang rumput laut yakni penyediaan bantuan sarana dan prasara 
kepada para petani rumput laut.  
Adapun strategi pemerintah daerah untuk menungjang peningkatan 
kesejahteraan petani rumput laut yakni pemberian bantuan, berupa bimbingan 
teknis melalui sosialisasi kepada Petani rumput laut.  
“Peran dinas perikanan dan kelautan sebagai pemerintah daerah yaitu 
menyediakan bantuan sarana dan prasaran kepada Petani rumput laut”.
5
 
Hal tersebut sejalan dengan Bab II pasal 3 Point (a) Undang-undang No. 7 
Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, pembudidaya 




Amanat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar 
“Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan Nelayan, 




Hal ini juga terbukti dari dasil wawancara langsung dengan petani rumput 
laut bahwa pemerintah sudah menjalankan Tugasnya hal ini didasari dengan 
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terlaksananya pemberian sarana dan prasarana kepada petani rumput laut guna 
menunjang keberlangsungan Usaha Tani Rumput laut. 
Walaupun pemenuhan terhadap penunjangan Usaha Tani Rumput telah 
teralisasi perlunya regulasi tentang aturan (Perdes) mengenai pengawasan serta 
perlindungan bagi usaha tani yang dilakukan masyarakat yakni berupa 
pemberian denda bagi pelaku pengrusakan lahan serat rumput laut. 
Regulasi terhadap perlingan bagi petani rumput laut belum ada, sehingga 
aturan yang di gunakan oleh pemerintah desa dalam penyelesaian perkara 
pengrusakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah. 
 “ belum ada peraturan desa tentang pengaturan terhadap rumput laut atau 
pelaku pengrusakan lahan rumput laut”.
8
 
Dalam penyelesain perkara pemerintah merujuk pada Undang-Undang yang 
berlaku, sehingga dalam proses mediasi yang di lakukan pemerintah daerah 
tidak ada masyarakat yang mengeluh serta membantah. 
D. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran Peran Pemrintah Dalam 
Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput laut 
Makna dasar dari kata siyasah di simpulkan oleh Dr. Athiyah „Adlan Qarah 
adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seoarang pemimpin 
yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.
8
 Inti dari tindakan tersebut yaitu 
memelihara, mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan. Metode dan 
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saran dalam menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut bisa beragam, namun 
bertumpu pada kerja keras, menanggung kesukaran, dan menghancurkan 
segenap kesukaran yang ada, dan menghancurkan segenap kemampuan. Adapun 
tujuan akhir adalah untuk rakyat dan membuat urusan rakyat menjadi lebih baik. 
Sejalan dengan pengertian dari siyasah syariah yakni kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah yang mengutamakan kemaslahatan ummat atau 
masyarkat, dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah 
menunjukkan perannya sebagai pemerintah yakni memberikan sarana dan 
prasarana penunjang usaha tani bagi Petani rumput laut. Pada dasarnya inti dari 
Siyasah Syar‟iyah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi 
terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
72
 
Dalam sejarah perjalanan Islam, dapat terlihat bahwa Islam pada masa 
Rasulullah menunjukkan berkembangnya peradaban dari semua sisi aspek 
kehidupan, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil „alamin. Sebagai 
agama yang dapat membawa kebaikan bagi semua makhluk. Dibandingkan 
perkembangan peradaban barat masa lalu, Islam memiliki banyak kelebihan 
dalam perkembangan peradaban. Dimulai dari berkembangnya ilmu 
pengetahuan yang digunakan untuk membantu umat muslim dalam mengelola 
segala urusan kehidupannya. 
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Peradaban yang ada pada zaman keemasan Islam seharusnya bisa 
dijadikan contoh pada saat sekarang, yang di mana saat ini umat muslim 
mengalami keterpurukan dari banyak hal dalam kehidupan. Salah satu hal 
penting yang masuk dalam pemenuhan hajat umat muslim yakni pertanian. 
Dalam hal ini, pertanian memiliki peran yang penting dan utama untuk diurusi 
dalam mendukung sektor kehidupan lainnya. Zaman keemasan Islam telah 
menunjukkan perkembangan sektor pertanian dalam ilmu pengetahuannya yang 
pesat dan maju. 
Pertanian dalam peradaban adalah memahami hakikat bidang ilmu di 
sektor pertanian yang luas. Pertanian dalam arti sempit adalah berkaitan dengan 
bercocok tanam. Namun di sisi lain, ia juga memiliki makna dalam ruang 
lingkup yang luas yang mencakup bidang pertanaman itu sendiri, kemudian 
bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan dan bidang 
kehutanan.
73
 Agama Islam merupakan salah satu diantara beberapa agama 
Samawi. Allah menyampaikan Syariat Islam melalui perantara Rasulrasul-Nya. 
Ajarannya membimbing umat agar selamat di dunia dan di akhirat dengan 
kehidupan yang seimbang antara keduanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
maka Allah membekali Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan kitab suci al-
Quran. Firman Allah Swt: “Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, 
petunjuk dan rahmat bagikaum yang meyakini”. (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 20) 
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Dijelaskan dalam surah Al-Nisa 4:59 mengenai ketaan kepada 
pemerintah, yang dimana Masyarakat harus taat kepada pemerintah selama 
pemimpin masih pergelut di jalan Allah Swt. 
 
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 




Adapun sebab diturunkannya surah Al-Nisa 4:59 yakni Ketika Abdullah 
bin Hudzafah bin Qais, ketika ia diutus oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan 
pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api 
sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah 
seorang pasukan menjawab, “ sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya 
Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah 
memerintahkan kalian untuk masuk api itu, maka masukilah.”Lantas mereka 
menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang 
memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Ibnu 
Hajar Al Asqalani menjelaskan surat An Nisa ayat 59 turun berkenaan dengan 
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hal ini, menjelaskan bahwa jika ada perbedaan dan suatu masalah maka harus 
dikembalikan kepada al Quran dan Hadis.
75
 
Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-
Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara 
mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan 
amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum 
Muslimin:  
a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci 
Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, 
sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak 
pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung 
maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat. 
b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa 
amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia 
ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Allah 
berfirman: "... Dan Kami turunkan Adz-dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar 
engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada 
mereka ¦." (an-Nahl/16:44).  
c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu 
orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka 
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telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban 
melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak 
bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian 
halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib 
menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh 
kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Nabi 
Muhammad saw bersabda: "Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk di 
dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik (Allah swt)." 
(Riwayat Ahmad). d.Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak 
tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan 
hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan 
(dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di 
dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat 
melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang 
berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah 
Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-
benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
Selain dari kebijakan pemerintah tentang pemberian sarana dan prasarana 
penunjang, pemerintah desa juga berperan aktif dalam penunjangan usaha tani 
guna meningkatkan kesejahteraan Petani Rumput Laut. Pemerintah desa dalam 
penanganan atau penyelesaian permasalahan mengenai pengrusakan usaha tani 




Dengan siyasah syar‟iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan 
kewenangan segala bidang yang mengandung kemaslahatan Ummat, baik itu di 
bidang politik, ekonomi dan hukum. Secara terperinci Imam al-mawardy 
meneybutkan bahwa diantara yang termasuk kedalam hukum kekuasaan dan 
kewenangan siyasah syar‟iyyah sekurang-kurang mencakup dua puluh bidang, 
yaitu: „Aqdul Imamah (keharusan dan tatacara kepemimpinan dalam islam yang 
mengacu pada syura Taqlidul Wizarah (pengangkatan pejabat mentri yang 
mengandung dua pola yaitu wizarah tafwidhiy dan wizarah tanfidziyah, 
Taqlidul imarah „alal bilad, pengangkatan pejabat Negara seperti gubernur, 
wali Negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. Wilayah „ala hurubil mashalih, 
yaitu kewenangan untuk memerangi para para pemberontak. Wilayatul qadha, 
kewenagan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, Para qadhi, hakim 
dan sebagainya. Wilayatul madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan 
diantara rakyatnya baik secara langsung atau menunjuka pejabat tertentu. 
Wilayatun niqobah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat 
nasab  setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. Wilayah „ala imamatis 
shalawat, kewenangan mengimani shalat baik secara langsung atau 
mengangkay wilayah fi ahkam hisbah, kewenagan dalam menetapkan lembaga 
pengawasan. 
Berdasarkan dari penjelasan mengenai siyasah syar‟iyyah  pemerintah 
sebagai wakil rakyat diharuskan berlakuk adil dan trasnparan dalam 
melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan yang menyangkut 
kemaslahatan ummat. Jika ada perselihisahan antara pemerintah dan masyarakat 
maka pemutusannya dikembalikan pada Al-Qur‟an dan As sunnah. 
Petani Rumput laut dalam melakukan usaha taninya tidak pernah melupakan 




waktu Shalat, Para Petani Rumput laut yang sedang mengurusi usaha Taninya 
bergegas untuk mempersiapkan diri menuju kemasjid guna melaksanakan 
Shalat Secara Berjamaah. Sejalan dengan ungkapan yang dikemukan oleh Imam 
Desa Punaga. 
“petani rumput laut tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai 
ummat islam yakni Shalat lima waktu terkhsus pada hari jumat, para laki-laki 
yang berpropesi sebagai petani rumput laut ketika hamper mendekat waktu 
shalat jumat mereka sudah bergegas  pulang kerumah untuk bersiap-siap ke 
masjid melaksanakan shalat jumat”.
9
 Melihat ungkapan yang dipaparkan oleh 
imam Desa Punaga petani rumput selalu menjalankan tugasnya sebagai umat 
Muslim dan juga sebagai kepala rumah tangga serta sebagai petani rumput laut. 
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A. Kesimpulan  
       Bertolak dari perumusan masalaha dan urauan hasil penelitian serta 
analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini 
dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan 
Kesejahteraan petani rumput laut  
Pemerintah daerah Telah melaksanakan perannya dalam peningkatan 
kesejahteraan Petani Rumput laut, namu pemberian yang dilakukan secara 
bertahab sehingga maysrakat merasa penyaluran tidak merata. 
2. pandangan Siyasah Syar‟iyah Terhadap Peran Pemerintah dalam 
peningkatan kesejahteraan Petani rumput laut di Desa Punaga Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar  
Pemerintah merupakan tombak penegak kesejahteraan bagi 
masyarakat, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam 
perubahan masyarakat Desa Punaga. Siyasah Syar‟iyah memandang 
bahwa kepala daerah sebisa mungkin mengayomi masyarkat dan 
mensejahterakan rakyat. Sebagai pemerintah yang baik maka sudah 





B. Saran / Implikasi Penelitian 
Bertolak dari temuan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah 
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumput Laut dalam Perspektif 
Siyasah Syar‟iyah makah perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal 
sebagai berikut :  
1. Bentuk pengawasan oleh pemerintah Dearah harus di perketat dalam 
penyaluran bantuan serta sosialisasi terhadap Masyarakat  
2. Masyarakat yang mendapatkan kejanggalan terhadap penyaluran agar 
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Wawancara dengan Petani Rumput Laut 
 
Gambar : 3 







Gambar : 4 
Wawancara dengan Petani Rumput Laut 
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Wawancara dengan Petani Rumput laut 
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Wawancara dengan Petani Rumput Laut 
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Wawancara dengan Sekretaris Desa Punaga 
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Daftar Pertanyaan wawancara Penelitian Skripsi “PERAN PEMERINTAH 
DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI RUMPUT 
LAUT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR‟IYAH 
(Studi Kasus Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)” 
No. Urut Kuesioner  : 
Hari/Tanggal   : 
Kontak/Hp   :  
 
Identitas Informan  
1. Nama    : 
2. Umur    : 
3. Jenis Kelamin   : a. Laki-laki   
  b. Perempuan  
 
4. Alamat Tempat Tinggal  : 
5. Pendidikan terakhir  : 
6. Pekerjaan   :  
7. Lama Bekerja   :a. < 1 tahun    b. 1-10 tahun    c. >10 tahun 
      
1. Peran Pemerintah Daerah Untuk Kesejahteraan Petani Rumput Laut 
Berdasarkan UU NO.7 TAHUN 2016  :  
Untuk Petani Rumput Laut : 
1. Mengapa anda memilih bekerja sebagai petani rumput laut dibandingkan 
dengan pekerjaan lainnya? 
2. Dimana anda belajar bertani rumput laut?  





4. Dimana anda menjual hasil rumput laut? 
5. Berapa harga jual rumput laut? 
6. Bagaimana bentuk penjualan rumput laut? 
7. Apa yang menjadi kendala, selama menjalankan usaha rumput laut? 
8. Apakah pernah diadakan penyuluhan atau pelatihan tentang tatacara bertani 
rumput laut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah? 
9. Apakah ada bantuan pemerintah selama melakukan budidaya rumput laut? 
10. Jika ada, berupa bantuan seperti apa ? 
11. Bagaimana bentuk penyaluran bantuan ke petani rumput laut? 
12. Apakah anda memiliki kelompok tani atau kelompok lainnya dalam 
mengusahakan rumput laut? 
13. Menurut anda hal-hal apa yang harus di perhatiakan pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut? 
14. apakah anda tahu tentang UU NO. 7 Tahun 2016 tentang  pelindungan dan 
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam? (jika tidak 
peneliti menjelasakan tentang uu.7 tahun 2016 kepada Informan) 
15. Bagaimana Menurut Bapak Tentang UU No. 7 Tahun 2016 Tentang  
Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak 
Garam?  
16. Selain menjadi Petani Rumput Laut, apa pekerjaan sampingan bapak? 
17. Bagaimana Tanggapan Anda Sebagai Seorang Petani Rumput Laut 
Terhadap Perhatian Pemerintah Kepada dalam Pembudidayaan Rumput 
Laut? 
Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan dan kelautan kab. Takalar ) : 
1. Bagaiamana Peran Dinas Perikanan dan kelautan Selaku Pemerintah 
Daerah terhadap Peningkatan kesejahteraan petani rumput laut? 
2. Strategi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang 





3. Apa Kontribusi Permerinrtah Daerah selama ini kepada Petani Rumput 
Laut? 
4. Apakah UU No.7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan 
Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak garam sudah terealisasikan pada 
petani Rumput laut? 
Untuk Pemerintah Desa Punaga 
1. Bagaimana peran pemerintah desa selama ini terhadap peningkatan 
kesejahteraan petani rumput laut? 
2. Apakah pemerintah desa sudah memiliki regulasi dalam upaya 
peningkatan kesejahteran petani rumput laut? 
2. Pandangan Siyasah Syar’Iyyah Terhadap Peningkatan kesejahteraan 
petani rumput laut Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 
 
Untuk Imam Desa Punaga 
1. bagaimana aktifitas petani rumput laut pada saat waktu sudah memasuki 
waktu shalat? 
2. Bagaimana masyarakat desa punaga membina sikap gotong royong 
sesame petani rumput laut? 
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai usaha rumput laut yang di jalankan 
saat ini oleh para petani, apakah tidak menyalahi aturan agama? 
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